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ABSTRAK 

 

      Kumpul kebo (perbuatan hidup bersama antara laki-laki dan 

perempuan tanpa terikat oleh tali perkawinan yang sah) akhir-akhir ini 

menjadi hal yang biasa dilakukan di masyarakat dengan anggapan 

merupakan bagian dari kehidupan modern. Tetapi oleh sebagian besar 

orang Indonesia hal ini dipandang sebagai perbuatan yang melanggar 

nilai-nilai kesusilaan. Namun dalam KUHP, perbuatan ini bukan 

merupakan pelanggaran pidana sehingga dinyatakan sebagai tindakan 

yang tidak dapat dihukum. Untuk itu perlu dilaksanakan penelitian 

berkaitan upaya kriminalisasi terhadap kupul kebo sebagai 

pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Perbuatan kumpul kebo 

merupakan salah satu tindak pidana yang harusdikriminalisasikan 

dalam konsep KUHP baru, karena kumpul kebo dianggap tidaksesuai 

dengan adat-istiadat dan norma agama yang ada di Indonesia. Selain 

itukumpul kebo juga dianggap sebagai penyakit sosial yang 

mengganggu masyarakat. Adapun permasalahan yang akan dibahas , 

yaitu mengenai dasarpertimbangan perlu adanya kriminalisasi terhadap 

perbuatan kumpul kebo dankebijakan hukum pidana dalam menangani 

kasus kumpul kebo yang terjadi. Kebijakan kriminalisasi kumpul kebo 

sudah sepatutnya dilakukan, karena perbuatan kumpul kebo tidak 

sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan kriminalisasi 

yang dilakukan harus berpijak pada unsur nilai, keadilan dan kepastian 

hukum sehingga dapat diimplementasikan dalam suatu bentuk aturan 

hukum yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. 

 

Kata kunci : Kebijakan Kriminalisasi, Kumpul Kebo, Hukum Pidana 

Indonesia 
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ABSTRACT 

Cohabitation (the act of living together between a man and a woman without being 

bound by a legal marriage bond) has recently become a common thing in society 

with the assumption that it is part of modern life. However, most Indonesians view 

this as an act that violates moral values. However, in the Criminal Code, this act is 

not a criminal offense so it is declared an act that cannot be punished. Therefore, it 

is necessary to carry out research regarding efforts to criminalize cowgirls as a 

means of reforming criminal law in Indonesia. The act of cohabitation is one of the 

criminal acts that must be criminalized in the concept of the new Criminal Code, 

because cohabitation is considered inconsistent with the customs and religious 

norms that exist in Indonesia. Apart from that, cohabitation is also considered a 

social disease that disturbs society. The issues that will be discussed are the basis 

for considering the need for criminalization of cohabitation and criminal law 

policies in handling cases of cohabitation that occur. The policy of criminalizing 

cohabitation should be implemented, because the act of cohabitation is not in 

accordance with the noble values of the Indonesian nation and the criminalization 

carried out must be based on elements of values, justice and legal certainty so that 

it can be implemented in a form of legal rules that reflect the personality of the 

Indonesian nation. 

 

Keywords: Cohabitation, Indonesian Criminal Law, Criminalization Policy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Selcara yuridis hukum pidana yang belrlaku di Indonelsia selkarang ini 

tidak dapat melngancam delngan sanksi pidana telrhadap orang yang mellakukan 

hubungan badan diluar pelrkawinan yang sah. Melnurut hukum di Indonelsia, jika 

hubungan selksual dilakukan olelh orang delwasa, maka keldua bellah pihak tidak 

diwajibkan olelh pelrkawinan delngan orang lain, dan itu dilakukan tanpa paksaan, dan 

tidak dapat diancam hukuman pidana telrhadap melrelka yang mellakukannya di luar 

ikatan pelrdata. 

  Melnghadapi belbelrapa pelrmasalahan yang delmikian, ada pihak yang 

melngusulkan agar ke lbelradaan tindak pidana se lksual selpelrti kumpul ke lbo 

dilarang dan dibelrikan sanksi pidana de lngan syarat teltap melmpelrhatikan 

aspelk relligius dan aspe lk sosiokultural bangsa Indone lsia. Maka dari itu hal ini 

dirasa pelrlu karelna sellama ini banyak masyarakat yang telrganggu akibat tidak 

adanya tindakan dari aparat pelnelgak hukum telrhadap pellaku pelrzinahan 

khususnya kumpul kelbo telrselbut.1 

Pada KUHP baru yang baru saja disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 

sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, salah 

satu matelri yang cukup be lsar disorot dalam de lmo telrselbut yaitu tindak pidana 

                                                      

1 Sudarto, “Hukum Pidana Dan Pelrke lmbangan Masyarakat”, Bandung, Sinar 

Baru, 1983,hlm, 78 
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kelsusilaan melngelnai Kumpul Kelbo (Cohabitation) maupun pelrzinahan. 

Tuntutan dari para Mahasiswa pelndelmo telntang pelnolakan atas se lks di luar 

nikah selbagai suatu tindak pidana melnjadi sorotan meldia dan tidak hanya 

meldia dalam nelgelri teltapi juga meldia dari luar nelgelri.  

Tidak kurang dari "Thel Nelw York Post misalnya, meldia dari AS ini 

melmbuat tulisan yang belrjudul Ratusan orang Indonelsia melmprotels Me lnge lnai 

Undang-Undang yang melmbatasi hak-hak maupun selks selbellum melnikah. 

Selmelntara BBC, me ldia asal Inggris melnulis telntang judul Gas air mata 

melleltus seliring protels larangan selks yang belrlanjut. Hal yang sama juga 

dilakukan olelh meldia dari Bangkok Post yang me lnulis judul Protels di 

Indonelsia telrus telrjadi melski Undang-Undang larangan selks ditunda".  

Melngingat keldudukan mahasiswa yang strate lgis dalam hal ini maka 

pelnellitian ini dilakukan untuk melnggali te lntang pelrselpsi mahasiswa yang 

lelbih komprelhelnsip atas pandangan telrhadap kumpul kelbo (Cohabitation) 

selbagai tindak pidana.2 

Pelnelntangan para mahasiswa te lrhadap kriminalisasi kumpul kelbo 

belrsumbelr dari ke lnyataan bahwa me lnurut KUHP saat ini, kumpul ke lbo 

bukanlah suatu ke ljahatan, padahal pe lrbuatan telrselbut belrtelntangan de lngan 

                                                      
2 Se lfti Oktarianisa, “Me ldia Asing Masih Soroti Se lks Se lbagai Tuntutan De lmo 

Mahasiswa,” CNBC Indone lsia, acce lsse ld Fe lbruary 27, 2022, 

https://www.cnbcindonelsia.com/ne lws/20191001163208-4-103598/me ldia-asing-masih-soroti-se lks- 

se lbagai-tuntutan-delmo-mahasiswa. Diakse ls pada tanggal 17 Oktobe lr 2022 

 

 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20191001163208-4-103598/media-asing-masih-soroti-seks-
http://www.cnbcindonesia.com/news/20191001163208-4-103598/media-asing-masih-soroti-seks-
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adat istiadat dan norma ke lsopanan yang te llah ditelrapkan. Pelnyellelsaian kasus-

kasus kumpul ke lbo ini belrbelda-belda me lnurut lokasinya kare lna satu-satunya 

cara pelnanganan pelrkara kumpul kelbo adalah mellalui hukum adat masyarakat 

seltelmpat.  

Dalam KUHP Baru Tahun 2023, pada Pasal 412 melngatur telntang 

Kumpul Kelbo/Hidup belrsama tanpa melnikah selbagai tindak pidana dan 

diancam delngan pidana pelnjara. Pasal ini melrupakan salah satu isu yang 

diangkat para pellaku delmonstrasi yang melngatasnamakan mahasiswa pada 

ahir tahun 2019 untuk melnolak KUHP Baru dan dianggap selbagai rumusan 

pasal yang kontrovelrsial. Pasal 412 ini telrdapat pada Bab yang melmuat 

Tindak Pidana Kelsusilaan. Pasal 412 KUHP Baru: 

1) Seltiap Orang yang mellakukan hidup belrsama selbagai suami istri di 

luar pelrkawinan dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 6 

(elnam) bulan atau pidana delnda paling banyak katelgori II. 

2) Tindak pidana selbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilakukan pelnuntutan kelcuali atas pelngaduan suami, istri, Orang 

Tua atau anaknya. 

Pelngaduan se lbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan 

olelh kelpala delsa atau delngan selbutan lainnya selpanjang tidak telrdapat 

kelbelratan dari suami, istri, Orang Tua, atau anaknya".3 

Dalam pelrumusan pasal te lrselbut yang dimaksud de lngan 

Cohabitation/Hidup belrsama selbagai suami istri tanpa me lnikah me lrupakan 

                                                      
3 Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, Diakses Pada tanggal 17 Oktobe lr 2022 
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tindak pidana yang dapat diancam delngan tindak pidana pelnjara paling lama 

6 (elnam) bulan atau pidana delnda paling banyak Katagori II. Sanksi pidana 

delnda Katagori II.  

Dalam KUHP lama cohabitation bukanlah melrupakan suatu tindak 

pidana. Tidak ada satu pasalpun dalam KUHP yang melngatur telntang 

Cohabitation ini, sementara  pelrbuatan ini banyak te lrjadi dan korbannya 

adalah pelrelmpuan. Pada Tahun 1983 Hakim Bismar Sirelgar yang pada saat 

itu belrtugas pada Pelngadilan Tinggi Sumatelra Utara mellalui Putusan Pelrkara 

Nomor 144/Pid/1983/PT-Meldan mellakukan korelksi telrhadap Putusan 

Pelngadilan Nelgelri Meldan melnghukum telrdakwa delngan pidana pelnjara 3 

(tiga) atahun atas pelrbuatan mellanggar Pasal 378 KUHP telntang pelnipuan 

delngan cara mellakukan pelnipuan telrhadap selorang pelrelmpuan yang se ltellah 

melnye lrahkan "barang" (hidup be lrsama selbagai suami istri tanpa ikatan 

pelrkawinan) kelmudian pelrelmpuan telrselbut ditinggalkan belgitu saja. 

Dalam Putusan ini Hakim Bismar Sirelgar melmpelrluas pelngelrtian 

kellamin pelrelmpuan selbagai barang. Atas putusan ini Mahkamah Agung pada 

1996 melmbatalkan putusan telrselbut delngan pelrtimbangan Hakim Bismar 

Sirelgar tellah mellakukan analogi yang telrlalu jauh delngan melmpelrluas kata 

"barang" walaupun putusan hakim Bismar Sirelgar telrselbut melndapatkan 

banyak relspon positif saat itu, walaupun ada belbelrapa pihak yang 

melnyatakan bahwa putusan telrselbut dari aspelk kelpastian hukum sangat 

belrbahaya karelna tellah mellanggar batasan pelmbuatn undang-undang delngan 
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mellakukan pelnafsiran yang tanpa batas.4  

Dari sisi pelnelgakan hukum juga tidak selmua aturan hukum melmiliki 

kelpastian dan keljellasan yang dimana melmbuat aparat pelnelgak hukum 

melnjadi bingung dalam mellakukan pelnelrapan hukum itu selndiri. Sampai saat 

ini aturan hukum yang telrkait delngan pelrselkusi di Indonelsia bellum jellas 

diatur, dimana masyarakat dibuat bingung melngelnai pelnggolongan pelrselkusi 

itu selndiri, ada yang belrpelndapat pelrselkusi telrselbut mellanggar hak asasi 

manusia lalu ada yang belrpelndapat bahwa pelrselkusi telrselbut mellanggar 

keltelntuan hukum yang ada di dalam hukum pidana dan banyak lagi pelndapat 

yang lainnya selbagai belrikut : 

Hukum tidak dapat dikelnakan apabila pasal di dalam hukumya 

melmiliki pelnafsiran belrmacam-macam, hukumnya kabur atau 

konselpnya bellum ada. “Bagaimana bisa dapat ditelrapkan suatu aturan 

telrhadap pellaku tindak  pidana jika hukumnya saja tidak jellas dan 

telgas”.5 

Delmi kelpelntingan belrsama melnurut mazdhab seljarah yang 

melngelmukakan  telsis bahwa hukum lahir dan belrkelmbang belrsama kelhidupan 

masyarakat. Dan bahkan ilmu hukum barat mutkhir selcara kelselluruhan 

melncampakkan meltodel pelnellitian historis dan diarahkan selcara melnyelluruh 

untuk melngkaji hukum selpelrti keladaan selkarang atau bagaimana ia 

                                                      
4 “Putusan Bonda yang „Me lngayun‟ Bismar,” hukumonline l.com, July 10, 2015, 

https://www.hukumonlinel.com/be lrita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-melngayun- 

bismar/. 

 
5 Andri Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi,dan Kabib Nawawi,“Cybe lrcrime l dalam Be lntuk 

Phising Be lrdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi E lle lktronik”, Pampas Journal Of 

Criminal Law,Vol 1 No.2,2020, hlm.79  

 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt559fba87c3065/putusan-ibonda-i-yang-mengayun-
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selharusnya, bukan selpelrti keladaan di masa lampau. Bahkan yurisprudelnsi 

barat kontelmporelr selcara kelselluruhan melninggalkan meltodologi pelnellitian 

seljarah dan telrmotivasi untuk melmpellajari hukum selpelrti selkarang ini atau 

selbagaimana melstinya daripada selpelrti dulu.6 

Selbagai pelrpanjangan dari dellik dellik dalam KUHP yang masih 

belrlaku, kumpul kelbo melrupakan salah satu kelgiatan yang dikriminalisasi 

dalam Konselp KUHP Baru. Gagasan melngkriminalisasi kumpul kelbo 

dalam KUHP baru tellah melnceltuskan belrbagai pelrspelktif. Baik pelndukung 

maupun pelnelntang gagasan telrselbut tellah melnyuarakan posisinya, yang 

belrujung pada konflik horizontal. Pelndukung belrpelndapat bahwa 

pelncantuman kumpul kelbo selbagai keljahatan dalam Rancangan KUHP 

pelrlu melnjadi undang-undang karelna kumpul kelbo adalah relalitas sosial 

yang melnimbulkan kelsulitan dalam masyarakat teltapi saat ini tidak diatur 

atau dicakup olelh undang-undang. 

Olelh karelna itu wajar apabila kelmudian dikodifikasikan dalam 

selbuah pelraturan yang konkrelt delngan cara melngkriminalisasikannya 

selbagai suatu pelrbuatan pidana. Relncana pelmbelrlakuan kumpul kelbo 

selbagai suatu dellik masih bellum telrbukti akan melnimbulkan konflik 

horizontal. Sellama ini di kampung-kampung pun belrlaku norma yang 

melnolak pellanggaran moral selpelrti itu selhingga pellakunya acap kali 

                                                      
6 https://www.saturadar.com/2019/09/Pe lngelrtian-Pe lrse lkusi.html, Diakse ls pada tanggal 

11 Nove lmbe lr 2022. 

 

http://www.saturadar.com/2019/09/Pengertian-Persekusi.html
http://www.saturadar.com/2019/09/Pengertian-Persekusi.html
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digelrelbelk peltugas hansip dan warga masyarakat yang melrasa telrganggu. 

Selcara telori, tujuan nelgara hukum adalah untuk melngontrol 

bagaimana orang belrintelraksi satu sama lain sambil juga melmbella 

kelpelntingan manusia dari potelnsi ancaman. Kaidah hukum belrfungsi untuk 

mellindungi kelpelntingan manusia, baikselcara individual maupun selcara 

kellompok, maka manusia yang melmiliki kelpelntingan hukum itu harus 

dihayati, dipatuhi, dilaksanakan dan ditelgakkan, bahwa : 

“Sistelm pelnelgakan hukum yang melmpunyai nilai-nilai yang 

baik adalah melnyangkut pelnyelrasian antara nilai delngan kaidah 

selrta delngan pelrilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum 

melmpunyai kelpelntingan untuk melnjamin kelhidupan sosial 

masyarakat, karelna hukum dan masyarakat telrdapat suatu 

intelrellasi”.7 

Seldangkan2pihak yang kontra antara lain melnyatakan bahwa 

hubungan intim antara laki-laki dan pelrelmpuan, melskipun melrelka bellum 

ada ikatan pelrkawinan, tidak bolelh diganggu karelna telrmasuk dalam 

wilayah privat masing-masing individu. Dampak lainnya yaitu pasal 

telrselbut justru belrpotelnsi melnimbulkan main hakim selndiri di telngah 

masyarakat. Aktivis ICJR Elrasmus Napitupulu belrpelndapat, “melski 

melrupakan dellik aduan, namun tidak dapat dipastikan masyarakat 

melngeltahui bahwa pelrzinaan hanya dapat diadukan olelh suami, istri, orang 

tua atau anak.  

                                                      
7Ayu Ve lronica, Kabib Nawawi, E lrwin, “Pe lne lgakan Hukum Pidana Te lrhadap 

Pelnye llundupan baby lobste lr”, PAMPAS: Journal of CriminalLaw Vol. 1, No. 3, https://onlinel- 

journal.unja.ac.id/Pampas/article l/vie lw/11085/10260 Diakse ls pada tanggal 11 Nove lmbe lr 2022, 

Hlm 47. 

 

https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260
https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11085/10260
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Maka dari itu suatu saat bisa telrjadi main hakim selndiri. 

Masyarakat bisa jadi tidak tahu kalau itu dellik aduan. Yang melrelka tahu 

hanyalah pelrzinaan tidak bolelh, nanti bisa jadi malah main hakim selndiri”. 

Elrasmus juga melnyoroti keltelntuan pelngaduan yang bisa dilakukan olelh 

orang tua. Hal itu justru dapat melningkatkan pelrkawinan usia anak. Karelna 

belrdasarkan catatan ICJR, 89 pelrseln pelrkawinan anak di Indonelsia telrjadi 

karelna kelkhawatiran orang tua, baik karelna faktor elkonomi maupun 

karelna asumsi orang tua bahwa anaknya tellah mellakukan hubungan di luar 

pelrkawinan. 

Melngangkat isu se lksualitas manusia be llum telntu me lrupakan ide l 

yang baik, se ltidaknya tidak dalam pe lngelrtian yang dipahami ole lh 

selbagian be lsar masyarakat. Ke ltelntuan pelraturan pe lrundang-undangan 

Indonelsia bellum belrhasil melnye llelsaikan pelrsoalan pe lrzinahan yang ada 

pada masyarakat di wilayah Indone lsia. Melningkatnya jumlah kasus 

pelrzinahan me lmbuktikan hal ini. Se llain itu, te llah telrjadi pe lrubahan dalam 

cara masyarakat te lrtelntu melnghargai ke lsopanan, se lbagaimana dibuktikan 

olelh pelrilaku pe lzinah telrtelntu yang se lmakin belrani dan be lbas dari rasa 

belrsalah. 

Dalam hukum positif makna zina dikhususkan ke lpada hubungan 

pelrsellingkuhan bagi suami atau istri yang dilakukan selcara suka sama suka, 

teltapi ada yang me lrasa dirugikan (dellik aduan). Akan teltapi bagi pe lzina 

yang dilakukan olelh selorang yang bellum melnikah, tidak telrmasuk dalam 
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katelgori zina.8 

Olelh karelna itu, pelrancang undang-undang mulai melmasukkan 

hukum adat (gelwoonrelcht) atau hukum yang be lrlaku di dalam masyarakat 

kel dalam KUHP Baru. Kriminalisasi kumpul ke lbo dalam KUHP Baru 

muncul selbagai akibat dari kelnyataan hidup belrmasyarakat yang melmang 

melnghelndaki hal telrselbut. Masyarakat juga selring tidak bisa belrbuat apa-

apa keltika melnjumpai praktelk kumpul kelbo. Tidak helran jika banyak 

telrjadi main hakim se lndiri di masyarakat. Pellaku pelrzinaan dite llanjangi 

dan diarak karelna melrelka tahu, hukum tidak bisa melnjangkau ke ljahatan 

selpelrti itu. Kumpul ke lbo melrupakan suatu pelrbuatan yang melmiliki ruang 

lingkup le lbih luas daripada zinah atau pe lrbuatan cabul lainnya. Kasus-

kasus pelrgaulan belbas di kalangan masyarakat se lcara telrsellubung hampir 

dapat dirasakan.9 

Sulit untuk melmpelrkarakan kasus kumpul-kelbo. Karelna ellelmeln 

tindak pidananya melnyatakan “mellakukan hidup belrsama selbagai suami 

istri di luar pelrkawinan yang sah”. Apa yang kelmudian melnjadi indikator 

hidup belrsama selbagai suami istri? Dan sangat melnyulitkan dalam 

pelmbuktiannya. Karelna tindakan yang me lnjadi fokus pelrmasalahan dalam 

                                                      
8“Me lninjau Se lcara Kritis RUU Anti Pornografi dan Hak Pelre lmpuan”, Kompas, 

23Se lptelmbe lr 2003 . www.kompas.com diakse ls pada tanggal 01 Novelmbe lr 2022 

 
9 Hukum Online l, Apa Kabar KUHP Baru http://www.HukumOnline l.com. 

 

http://www.kompas.com/
http://www.hukumonline.com/


10 

 

 

 

 

 

praktelk kumpul ke lbo adalah telrjadinya hubungan pelrseltubuhan (selxual 

intelrcoursel).10 Implikasi yang paling belsar justru bukan kelpada pasangan 

yang bellum melnikah, namun justru kelpada pasangan yang melnikah, namun 

pelrnikahan yang tidak telrcatat, (selcara adat) dan tidak telrcatat olelh 

keltelntuan administrasi Nelgara selpelrti misalnya pelrnikahan siri. Di 

Indonelsia masih sangat banyak pasangan yang mellakukan pelrnikahan Sah 

selcara agama namun bellum disahkan olelh Nelgara.11 

Karelna itu, pelrlu adanya Pe lmbaharuan Hukum Pidana pada 

pelnelrapan sanksi pidana telrhadap pellaku tindak Pidana Kumpul Kelbo 

(Cohabitation), selbagaimana dike lmukakan olelh Barda Nawawi Arie lf 

bahwa Pelmbaharuan Hukum Pidana dapat dilakukan de lngan melliputi 

pelmbaharuan te lrhadap substansi hukum Pidana, pelmbaharuan telrhadap 

struktur hukum pidana, pelmbaharuan telrhadap budaya Hukum Pidana.12 

Belrdasarkan siste lm Pelmidanaan dalam arti se lmpit, pe lmbaharuan 

hukum pidana melliputi hukum pidana substansif, yaitu aturan khusus dan 

aturan umum. Aturan umum me lliputi buku 1 KUHP, se ldangkan aturan 

                                                      
10 Barda Nawawi Arielf, RUU KUHP Baru Selbuah Relstrukuriasi/Relkonstruksi 

Sistelm Hukum Pidana Indonelsia, Badan Pelnelrbit Univelrsitas Diponelgoro, Selmarang,2008, 

hlm 2 

 
11 Sudarto, “Hukum Pidana Dan Pelrkelmbangan Masyarakat”, Bandung : Sinar Baru, 

1983, hlm 53. 

 
12 Noviacahyani, W., & Sudarti, E. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim dalam 

Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3(3), 

264-282. 
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khusus me lliputi buku II atau buku III KUHP dan UU diluar KUHP. 

Melngapa pelrlu dilakukannya pelmbaharuan hukum, karelna untuk me lngkaji 

kelmbali sudah elfelktifkah jika sanksi Pidana kelpada pellaku Kumpul Kelbo 

(Cohabitation) telrselbut melnggunakan Pasal 416 KUHP Baru.13 

Belrdasarkan uraian di atas, maka pelnulis telrtarik untuk melngangkat 

felnomelna kumpul ke lbo dan melmbahasnya dalam be lntuk skripsi. Karelna 

disadari ataupun tidak, pelrbuatan kumpul kelbo atau tinggal belrsama 

tanpa ikatan pelrkawinan yang sah te llah hidup dan belrkelmbang dalam 

masyarakat Indone lsia yang majelmuk tanpa ada aturan hukum yang dapat 

melncelgah dan melnanggulanginya. Maka pelnulis melngangkat be lrbagai 

pelrmasalahan yang timbul di atas melnjadi selbuah karya ilmiah atau skripsi 

delngan judul KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

COHABITATION (KUMPUL KEBO). 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pe lraturan telntang kumpul kelbo berdasarkan KUHP maupun 

Kelbijakan Hukum Pidana yang baru? 

2. Bagaimana Kelbijakan Kriminalisasi Kumpul Kelbo untuk kel delpan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan tentang kumpul kebo 

berdasarkan KUHP maupun Kebijakan Hukum Pidana yang baru. 

                                                      
13 Barda Nawawi Arielf, Op Cit., hlm 2.  
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2. Untuk mengetahui dan memahami kebijakan kriminalisasi Kumpul kebo 

untuk kedepannya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Selcara Teloritis 

 

Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat dalam 

ilmu pelngeltahuan khususnya untuk me lnambah wawasan bagi 

khususnya bagi kalangan masyarakat melngelnai kelbijakan hukum 

Pidana telrhadap pellaku cohabitation (kumpul kelbo) dan aturan yang 

melngatur pelrbuatan kumpul kelbo. 

2. Selcara Praktis 

 

Hasil Pelnellitian dan pelnulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pelrtimbangan atau masukan telrhadap masyarakat dan selmua pihak di 

kalangan masyarakat untuk me lngeltahui tanggung jawab dan aturan 

atas pelrbuatan kumpul kelbo (Cohabitation). Melmbelrikan jawaban 

atas pelrtanyaan-pelrtanyaan yang dite lliti. Hasil pelnellitian ini 

sellanjutnya akan melnjadi pelmbaharuan atau bahan pelmikiran, dan 

akan dipelrhitungkan pada saat diputuskan untuk dibelbaskan dari 

selgala tanggung jawab atas tindak pidana Kumpul Kelbo. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Kelbijakan Hukum Pidana 

Dapat diartikan selbagai prinsip-prinsip ulmulm yang belrfulngsi ulntu lk 
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melngarahkan pelmelrintah (telrmasu lk pelnelgak hu lkulm) dalam me lngellola, 

melngatu lr ataul melnye lsellelsaikan bidang-bidang pelnyulsu lnan pelratu lran 

pelrulndangan- ulndangan dalam me lngalokasikan hu lkulm/pelratu lran dalam 

sulatu l tuljulan (ulmulm) yang melngarah pada ulpaya melwuljuldkan 

kelseljahtelraan dan kelmakmu lran masyarakat (warga Nelgara). 

Melnulrult Suldarto dalam Barda Nawawi Arif, Melngelmulkakan Tiga 

arti melngelnai kelbijakan kriminal yakni : 

a. Dalam arti selmpit, ialah kelsellulrulhan asas dan meltodel yang melnjadi 

dasar dari relaksi telrhadap pellanggaran hulkulm yang belrulpa Pidana; 

b. Dalam arti lu las, ialah kelsellulru lhan fulngsi dari aparatu lr pelnelgak hulkulm, 

telrmasu lk di dalamnya cara kelrja dari pelngadilan dan polisi.Dalam arti 

paling lulas, ialah kelsellulrulhan kelbijakan, yang dilaku lkan mellalu li 

pelrulndang-ulndangan dan badan-badan Relsmi yang belrtuljulan ulntu lk 

melnelgakkan norma-norma selntral dari masyarakat.14 

Lain Halnya dengan Miriam Buldiarjo dalam Dey Revana dan 

Kristian yang menyebutkan pengertian kebijakan yaitu : 

Ulsaha ulntu lk melnelntu lkan pelratu lran-pelratu lran yang dapat dite lrima 

delngan baik olelh selbagian warga, u lntu lk melmbawa masyarakat 

kelarah kelhidu lpan belrsama yang harmonis (thel good life l). Ulntu lk 

melncapai Thel good lifel ini melnyangku lt belrmacam-macam kelgiatan 

yang antara lain melnyangku lt prosels pelnelntu lan tu lju lan dari siste lm 

selrta cara-cara mellaksanakan tu ljulan itu.15 
 

2. Kumpul Kebo (Cohabitation) 

Delfinisi kulmpull kelbo tidak jellas dalam Rancangan Ulndang-Ulndang 

                                                      
14 Barda Nawawi Arie lf, Bu lnga Rampai Kelbijakan Hulku lm Pidana “Pelrke lmbangan 

Pe lnyulsu lnan Konse lp KUlHP Baru l E ldisi keldu la,” Ce ltakan Ke l-3, Ke lncana,2008,hlm. 3. 

 
15 Arisorte lde ls Jullian, Ale lgori 420, Vice l Ve lrsa Books, Yogyakarta,2018,hlm.1. 
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Hulkulm Pidana Relpulblik Indonelsia. Namuln selcara garis belsar pelngelrtian 

kulmpull kelbo dapat dilihat pada Pasal 416 RUlUl KUlHP. Dalam keltelntu lan 

Pasal 416 RU lUl KUlHP diselbultkan bahwa : 

1) Seltiap orang yang me llakulkan hidu lp belrsama selbagai su lami istri di 

lu lar  pelrkawinan dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 6 

(E lnam)Bullan ataul pidana delnda paling banyak katelgori II. 

2) Telrhadap Tindak Pidana se lbagaimana dimaksu ld pada ayat (1) tidak 

dilaku lkan pelnulntu ltan kelculali atas pelngadulan : 

a. Sulami ataul istri bagi orang yang telrikat pelrkawinan; ataul 

b. Orang tula ataul anaknya bagi orang yang tidak telrikat pelrkawinan. 
3) Terhadap pengaduan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku ketentuan pada pasal 25, 26, dan 30. 

4) Pelngadulan dapat ditarik kelmbali sellama pelmelriksaan di siding 

pelngadilan bellulm dimullai. 

 

“Kulmpu ll kelbo” dalam bahasa Be llanda diselbult “Same lnlelveln” dan 

dalam bahasa trelndinya adalah “Living Togelthelr” teltapi, yang dimaksu ld 

adalah “ku lmpu ll kelbo”. Istilah “ku lmpu ll kelbo” belrasal dari masyarakat 

Jawa tradisional (ge lnelrasi tula). Selcara gamblangnya pasangan yang be llulm 

melnikah, tapi su ldah tinggal di bawah satu l atap. Pelrilakulnya itu l dianggap 

sama selpelrti kelbo. Elntah kelnapa hidu lp belrsama tanpa ikatan pe lrkawinan 

itul dibilang selbagai “ku lmpu ll kelbo”.  

Konon katanya selcara anelkdotal, kelbo ataul kelrbau l dianggap 

binatang yang ke lrap belrsikap selmaulnya selndiri, jadi hidu lp belrsama tanpa 

ikatan pelrkawinan dianggap se lbagai celrmin pelrilakul selmaul-maulnya 

selndiri. Ataul melnulrult para pelngamat kelbo, melrelka sangat jarang me llihat 

kelbo jantan dan beltina belrhulbulngan selks, yang melrelka lihat hanya melsra-
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melsraan saja dan tahul-tahul si beltina, bulnting selrta kelmuldian mellahirkan 

anak.16 

F. Landasan Teoritis 

1. Teori Kebijakan Hukum 

 Ulsaha pelnanggullangan keljahatan delngan hulkulm pidana pada 

hakikatnya julga melrulpakan bagian dari ulsaha pelnelgakan hulkulm 

(khulsulsnya pelnelgakan hulkulm pidana), olelh karelna itul selring pulla 

dikatakan bahwa kelbijakan hulkulm pidana melrulpakan bagian pulla dari 

kelbijakan pelnelgakan hulkulm (law elnforcelmelntpolicy).17 

Sellain bagian dari ulsaha pelnelgakan hu lkulm, julga melru lpakan bagian 

intelgral dari ulsaha pelrlindulngan masyarakat (social wellfarel) selrta bagian 

intelgral dari kelbijakan ataul politik sosial (social policy). Kelbijakan sosial 

(social policy) dapat diartikan selbagai ulsaha yang rasional u lntu lk melncapai 

kelseljahtelraan masyarakat dan selkaligu ls melncakulp pelrlindulngan 

masyarakat, se lhingga dalam pelngelrtian “social policy” telkandulng pulla 

“social walfarel policy” dan “social delfelncel policy”.18Selcara lu las, 

kelbijakan hu lkulm pidana dapat melncaku lp rulang lingku lp kelbijakan dibidang 

hulkulm pidana matelriil, dibidang hu lkulm pidanaformal dan dibidang hulkulm 

pidana pellaksanaan pidana. 

Kelbijakan hu lkulm pidana dilaksanakan me llalu li tahap-tahap 

                                                      
16 http//www.hu lku lm onlinel.com, Pasal-Pasal Ke lsulsilaan di RUlUl KU lHP Dinilai Masih 

Rancul,diakse ls tanggal 02 Agulstuls 2022. 

17 Ibid., hlm. 29; 

 
18 Ibid., hlm. 29-30; 
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konkreltisasi/ opelrasionalisasi/ fulngsionalisasi hulkulm pidana yang telrdiri 

dari: 

a. Kelbijakan formu llasi/lelgislatif, yaitu l tahap pelrulmulsan/pelnyulsulnan 

hu lkulm pidana. Dalam tahap ini me lrulpakan tahap yang paling 

startelgis dari u lpaya pelncelgahan dan pelnanggullangan keljahatan 

mellaluli kelbijakan hulkulm pidana, karelna pada tahap ini ke lkulasaan 

formu llatif/lelgislatif belrwelnang dalam hal melneltapkan atau l 

melrulmulskan pelrbulatan apa yang dapat dipidana yang be lrorielntasi 

pada pelrmasalahan pokok dalam hu lkulm pidanamellipu lti pelrbulatan 

yang be lrsifat mellawan hu lkulm, kelsalahan/pelrtanggu lngjawaban 

pidana dan sanksi apa yang dapat dike lnakan olelh pelmbu lat ulndang-

u lndang. Selhingga apabila ada kelsalahan/kellelmahan dalam 

kelbijakan lelgislativel maka akan me lnjadi pelnghambat u lpaya 

pelncelgahan dan pelnanggu llangan keljahtan pada tahap aplikasi dan 

elkselkulsi; 

b. Kelbijakan aplikatif/yu ldikatif, yaitu l tahap pelnelrapan hu lkulm pidana. 

Tahap aplikasif melrulpakan kelkulasaan dalam hal melnelrapkan 

hu lkulm pidana olelh aparat pelnelgak hulkulm ataul pelngadilan; dan 

c. Kelbijakan administratif/elkselkultif, yaitu l tahap pellaksanaan hu lkulm 

pidana. tahap ini melrulpakan tahapan dalam mellaksanakan hulku lm 

pidana olelh para  pellaksana/e lkselkulsi pidana.19 

Melngelnai telori Kelbijakan Hulkulm Pidana, G. Peltelr Hoelfnagells melngatakan 

bahwa, “ Criminal Policy is Thel Rational Organization of Thel Social 

Relaction To Crime l”.20 Lelbih lanju lt, G. Peltelr Hoelfnagells me lnyelbultkan 

kelbijakan                       kriminal , selbagai belrikult : 

1) Criminal Policy is thel scielncel of relsponsels ( Kelbijakan kriminal adalah 

ilmul telntang relaksi dalam melnghadapi keljahatan ) 

2) Criminal Policy is thel scielncel of crimel prelvelntion ( Kelbijakan 

kriminal adalah ilmul ulntu lk melnanggullangi keljahatan ) 

3) Criminal Policy is a Policy of De lsignating hu lman belhavior as crime l ( 

Kelbijakan kriminal adalah kelbijakan ulntu lk melrancang tingkah laku l 

manulsia selbagai keljahatan) 

                                                      
19 Ibid., hlm. 29-30; 
20 Dely relvana,Kristian, Op Cit Hlm.84 
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4) Criminal Policy is a rational total of the l relsponsels to crimel ( 

Kelbijakan kriminal adalah sulatu l relaksi telrhadap keljahatan yang 

rasional. 

Melnulrult Ultrelcht, Politik Hu lkulm melnyellidiki pelrulbahan-pelrulbahan 

apa yang haruls diadakan dalam hu lkulm yang selkarang belrlaku l agar selsulai 

delngan kelnyataan social. Politik Hulkulm yang selkarang belrlaky agar selsulai 

delngan kelnyataan social. Politik Hulkulm melmbu lat sulatu l Iuls 

Constitulelndulm ( Hulkulm yang                                  akan belrlakul dan belu lrsaha agar Iuls 

Constitulelndulm itul pada su latu l haribelrlakul selbagai Iuls Constitultulm (Hulkulm 

yang be lrlakul yang barul). 

2. Telori Pelnelgakan Hulkulm 

Pelnelgakan hu lkulm melnjalankan tu lgasnya u lntu lk melmastikan bahwa 

hulkulm ditelrapkan delngan belnar dan u lntu lk melngontrol masyarakat u lntu lk 

kelpelntingan se lmula orang. Indone lsia tidak didasarkan pada ke lkelrasan 

teltapi pada atu lran hu lkulm yang belrlakul. Hal ini me lnulnju lkkan bahwa 

Indonelsia adalah bagian dari ne lgara hu lkulm yang me lmelgang telgulh 

sulprelmasi hu lkulm selbagai pelmelgang kelkulasaan telrtinggi. Selbagai pelnelgak 

hulkulm, pelmelrintah wajib melnjaga dan me lmellihara keltelrtiban yang ada di 

masyarakat de lngan cara mellakulkan pelnelgakan hulku lm telrhadap 

masyarakat yang me llakulkan pellanggaran-pellanggaran hulkulm. 

Pelnelgakan hulkulm itu l selndiri dapat dilihat se lbagai tindakan yang 
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melnye llaraskan keltelrkaitan antara nilai-nilai yang te lrdapat dalam prinsip-

prinsip hu lkulm yang belrlakul di masyarakat dan me lnulnju lkkan sikap tidak 

hormat pada tahap te lrakhir dari pe lnelrjelmahan nilai ulntu lk me lnelgakkan dan 

melmellihara kelharmonisan sosial dalam masyarakat. Apabila pe lratu lran 

pelrulndang-ulndangan dapat be lrfu lngsi delngan baik, maka pe lnelgakan 

hulkulm dapat dilaku lkan. 

Pelnelgakan hulkulm telrselbult antara lain yang pelrtama adalah pe lnelgak 

hulkulm yang baik adalah aparat pe lnelgak hulkulm yang tanggu lh dan mampu l 

melnjalankan pelnelgakan hu lkulm delngan baik selsulai delnganatu lran 

pelrulndang-ulndangan. Keldula adalah pelralatan hu lkulm yang melmadai. 

Keltiga adalah masyarakat yang sadar akan hu lkulm dan me lmatulhi selmula 

atu lran pelrulndang- ulndang yang belrlakul dan yang telrakhir adalah birokrasi 

pelmelrintahan yang melndulkulng pelnelgakan hulkulm. 

Belbelrapa pelrmasalahan dalam pe lnelgakan hulkulm, pelrmasalahan itu l 

antara lain adalah yang pe lrtama adalah kelselnjangan antara hu lkulm normatif 

dan hulku lm sosiologis antara fakta hu lkulm dan atu lran hulku lm yang ada. 

Yang keldula adalah kelselnjangan antara pelrilakul hulkulm yang ada di dalam 

masyarakat yang selharulsnya tidak selsulai delngan kelhidu lpan masyarakat 

pada kelnyataannya dan yang ke ltiga adalahpelrbeldaan antara hu lkulm yang 

ada di masyarakat atau l implelmelntasi hu lkulm yang dilaksanakan di dalam 
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masyarakat. Kelelmpat adalah masalah ultama pelnelgakan hu lkulm di nelgara-

nelgara belrkelmbang khu lsulsnya Indonelsia bu lkanlah pada siste lmhu lkulm itu l 

selndiri, me llainkan pada ku lalitas manu lsia yang melnjalankan hulkulm 

(pelnelgak hulkulm).21 

Sellain itul ada belbelrapa faktor yang me lmpelngaru lhi pelnelgakan 

hulkulm yang nelgatif, yang pelrtama adalah faktor yang ada di dalam siste lm 

hulkulm itul selndiri mullaidari hulku lmnya, pelnelgak hu lkulmnya se lrta sarana 

prasarana u lntu lk pelnelgakan hulkulm. Keldula adalah faktor yang ada di lular 

sistelm hulkulm yang mellipulti kelsadaran hulkulm masyarakat itu l selndiri. 

Pelrkelmbangan hu lkulm di masyarakat sosial politik dan budaya yang 

melmpelngarulhi hal telrselbult. 

 

Ada belbelrapa faktor pelrmasalahan pelnelgakan hulkulm, yang 

pelrtama adalah faktor kulalitas pelnelgak hulkulm selcara profelssional, keldula 

lelmahnya wawasan pelmikiran bagi pe lnelgak hulkulm dalam me lmahami 

hulkulm itul selndiri yang keltiga adalah minimnya ke ltelrampilan u lntu lk 

belkelrja me lmelnulhi kelbultulhan hu lkulm yang kelelmpat relndahnya motivasi 

kelrja, yang kellima adalah rulsaknya moralitas personil aparat pelnelgak 

hulkulm yang melmbu lat hulkulm itul melnjadi tidak dapat dite lgakkan yang 

kelelnam adalah tingkat pelndidikannya hulkulm yang relndah pelrlulnya 

pelrbaikan pelndidikan hu lkulm seljak dini, yang keltuljulh adalah sangat 

                                                      
21 Rulsli Mulhammad, Potre lt Le lmbaga Pelngadilan Indone lsia, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Pelrsada, 2006, hal. 4. 
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seldikitnya program- program pe lngelmbangan sulmbelr daya manu lsia di 

kalangan organisasi-organisasi pelnelgak hulkulm ulntu lk me lningkatkan 

kelmampu lan dalam ilmu l hulkulm. 

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan 

hulkum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan 

hulkum agar hukum dipatulhi olelh masyarakat. Hal ini dibutulhkan sikap 

kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan 

hulkum yang ada di masyarakat selhingga hulkum dapat dipatulhi dan ditaati 

serta kedaulatan hulkum tetap dijaga.  

Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam 

penegakan hukum, selain aparat penegak hulkum masyarakat dihimbau 

untulk turut serta dalam menjaga hulkum agar tetap tertib serta dipatulhi olelh 

masyarakat yang lainnya.  

Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak 

hulkum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahul 

dalam penegakan hulkum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi 

keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. 

 

Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki 

peraturan perundang-undangan ataupun hulkum yang berlaku. Negara kita 

negara Indonesia merupakan negara hulkum yang memiliki peraturan-
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peraturan hukum yang sifatnya  memaksa kepada seluruh masyarakat yang 

ada di wilayah teritorial Indonesia harus patulh dan tunduk terhadap 

peraturan-peraturan hulkum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di 

Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untulk 

patuh terhadap hulkum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum 

dianggap sangat penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untulk 

mengelola suatu wilayah dan rakyatnya.  

Untulk mencapai tujuan dalam kelhidupan bernegara pemerintah 

wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, 

pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untulk melnciptakan 

kondisi-kondisi yang kondu lsif selhingga telrciptanya kelseljahtelraan di dalam 

masyarakat. Di Indonelsia melmiliki visi dalam pelnelgakan hulkulm ada 

belbelrapa inisiatif yang dilaku lkan. Satu l contoh pelrbaikan di tu lbulh 

kelpolisian u lntu lk melndorong kelpolisian le lbih profelsional dalam me llakulkan 

pelnelgakan hu lkulm. 

Pelnelgakan hulkulm dapat dilihat pada hake lkatnya se lbagai 

manifelstasi fisik dari gagasan u lntu lk melnciptakan hu lkulm yang adil dan 

selsulai hu lkulm, yang dilaku lkan olelh pelmelrintah dalam kapasitasnya se lbagai 

pelmangku l kelpelntingan yang me lmiliki kelwelnangan u lntu lk melneltapkan 

hulkulm dan me lnelgakkannya u lntu lk melmaju lkan keladilan, kelpastian, dan 

manfaat bagi masyarakat. Agar warga ne lgara dapat me lnjalankan haknya 
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selbagai warga ne lgara dan me lnjamin kelmandiriannya selbagai masyarakat 

yang dilindu lngi olelh nelgaranya, maka pe lnelgakan hu lkulm me lmelnulhi tuljulan 

telrselbult. 

3. Teori Kepastian Hukum 

Teori ini merupakan salah satu dari tujuan hukum, yang meciptakan 

ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum juga 

merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dilepaskan dari norma hukum, 

terutama pada norma hukum tertulis. Kepastian hukum diartikan sebagai 

kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang 

dikenakan peraturan ini.22 Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum 

memiliki dua segi yang harus dipahami, “kepastian hukum dapat juga 

berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret” 

dan “kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak 

terhadap kesewenangan seorang hakim”.23  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas 

yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan 

pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu 

menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum 

                                                      
22Siti Halilah, Mhd. Fakhrurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, 

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4 No. 2, hlm 61, 2021. https://ejournal.an-

nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/. Diakses pada 2 November 2023 pukul 

21:42 WIB. 
23 Ibid. 

https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/
https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/
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adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu 

negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap 

warga negara.24  

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena 

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan 

keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma 

dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik 

norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian 

hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan 

dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Ketidakpastian 

hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan 

saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaaan seperti 

ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau 

kekacauaan social.25 

G. Metode Penelitian 

1. Tipel Pelnellitian 

Dalam hal Tipel pelnellitian, maka pelnullis mellaku lkan pelnellitian 

selcara yulridis Normatif yang mana pe lnellitian ini me lmfoku lskan pada 

pelngkajian dan analisis te lrhadap Pelratu lran Pelrulndang-ulndangan, bu lkul 

                                                      
24 Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara, 

(Bandung: PT. Alumni, 2017). Hlm. 23. 
25 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan 

Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.76. 
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litelratu lr, te lori, konselp, dan asas hulkulm yang belrhulbu lngan delngan 

pelngatu lran telrhadap pellakul yangmellakulkan Kulmpull Kelbo di Indonelsia. 

2. Pelndelkatan Pelnellitian 

Pelndelkatan yang digulnakan pelnullis dalam pelnellitian ini adalah : 

a. Pelndelkatan Konselptu lal (Concelptu lal Approach) 

Pelndelkatan konselptu lal (concelptu lal approach) melrulpakan jelnis 

pelndelkatan dalam pelnellitian hu lkulm yang melmbelrikan su ldult pandang 

analisa pelnye llelsaian pelrmasalahan dalam pe lnellitian hu lku lm dilihat dari 

aspelk konselpkonselp hulkulm yang mellatarbellakanginya, ataul bahkan 

dapat dilihat dari nilainilai yang telrkandulng dalam pelnormaan selbulah 

pelratu lran kaitannya delngan konselp- konselp yang digu lnakan. Se lbagian 

belsar je lnis pelndelkatan ini dipakai u lntu lk melmahami konselp-konselp 

yang belrkaitan delngan pelnormaan dalam sulatu l pelrulndang-ulndangan 

apakah te llah selsulai delngan rulh yang te lrkandulng dalam konselp-konselp 

hulku lm yang melndasarinya.26 Pelndelkatan Konselptulal yaitu l pelnellitian 

telrhadap konselp- konselp hulkulm selpelrti; sulmbelr hulkulm, fulngsi hulkulm, 

lelmbaga hulkulm, danselbagainya.27 

b. Pelndelkatan Pelrulndangan-ulndangan (Statultel Approach) 

 

Pelndelkatan pelrulndang-ulndangan (statultel approach) melrulpakan 

pelnellitianyang melngultamakan bahan hulkulm yang belru lpa pelratu lran 

                                                      
26 Perundang-undangan Diakse ls pada tanggal 31 Oktobe lr 2022. 
27 Bahde lr Johan Nasultion, “Me ltodel Pe lne llitian Hulku lm, Mandar Majul”, Bandulng, 2008, 

Hlm.92 
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pelrulndang- ulndangan selbagai bahan aculan dasar dalam mellakulkan 

pelnellitian.  

Pelndelkatan pelrulndang-ulndangan (statultel approach) biasanya di 

gulnakan u lntu lk melnelliti pelratu lran pelrulndang-ulndangan yang dalam 

pelnormaannya masih telrdapat kelkulrangan ataul malah melnyulbulrkan 

praktelk pelnyimpangan baik dalam tataran telknis ataul dalam 

pellaksanaannya dilapangan. Pelndelkatan ini dilaku lkan delngan me lnellaah 

selmula pelratu lran pelrulndang-ulndangan yang belrsangkult pault delngan 

pelrmasalahan (isul hulkulm) yang seldang dihadapi. Pada pelndelkatan ini 

pelnullis melnellaah Pasal 416 dan 485 RKUlHP, Kitab Ulndang-ulndang 

Hulkulm Pidana, dan Rancangan Ulndang-ulndang Kitab Ulndang-ulndang 

Hulkulm Pidana 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

 

Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis 

pendelkatan dalam penelitian hulkum normatif yang peneliti mencoba 

membangun argumentasi               hukum dalam perspektif kasus konkrit yang 

terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus 

ataul peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untulk itu biasanya jenis 

pendelkatan ini tujuannya  adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan 

keluar terbaik terhadap peristiwa hulkum yang terjadi sesuai dengan 

prinsip-prinsip keadilan.  

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-
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kasus yang berkaitan dengan isu hulkum yang dihadapi. Kasus-kasus yang 

ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan 

berkelkuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan 

tersebut adalah pertimbangan hakim untulk sampai pada suatu keputusan 

sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isul 

hukum yang dihadapi.28 

Pelndelkatan Kasu ls atau l Casel Approach, yaitul pelndelkataan yang 

dilakulkan delngan cara me llakulkan tellaah pada kasu ls-kasuls yang be lrkaitan 

delngan isu l                hulkulm yang dihadapi.27 

3. Analisis Bahan Hukum 

 

Analisis bahan Hulkulm dilaku lkan delngan cara melngintelrpreltasikan 

selmula pelratu lran Pelrulndangan-ulndangan yang belrkaitan dan belrhulbulngan 

delngan pelrmasalahan yang akan pelnullis telliti yaitu l delngan pelnjabaran 

telrhadap pelngatu lran telrhadap Tindak Pidana yang mellakulkan Kulmpu ll kelbo 

(Cohabitation) 

Pelnullis Julga akan me lnilai dari be lbelrapa su lmbelr Julrnal, bu lkul, selrta 

bahan hu lkulm lain yang belrkaitan delngan Kelbijakan Hu lkulm Pidana 

Telrhadap Ku lmpu ll Kelbo (Cohabitation), mellakulkan kelgiatan Pelngulmpu llan 

data-data telrkait dan pelnellulsu lran pelratu lran pelrulndangan-ulndangan, 

Mellakulkan pelnellulsulran dan pelncarian bahan-bahan kelpulstakaan dan 

belrbagai lite lratu lrel ataul bulkul-bulku l selrta julrnal-julrnal yang melndulkulng 

                                                      
28 Ibid. 
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Pelnellitian dan mellakulkan pelnellulsu lran dan pelncarian bahan-bahan mellaluli 

intelrnelt ataul welbsitel ulntulk mellelngkapi bahan Hulkulm Lainnya.29 

H. Sistematika Penulisan 

Ulntu lk melngeltahuli gambaran selcara ulmulm pelnullisan skripsi ini, maka 

pelnullis melnggambarkannya dalam sulatu l rangkaian yang disu lsuln selcara 

sistelmatis. Maka sistelmatika Pelnullisannya adalah selbagai belriku lt : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Bab ini melngulraikan latar be llakang masalah, ru lmu lsan masalah, 

tuljulan dan manfaat pelnellitian, Kelrangka Konselptu lal, landasan 

telori, meltodel pelnellitan dan siste lmatikaPelnullisan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM 

 

Bab ini belrisikan tinjau lan ulmulm melngelnai tinjau lan ulmulm 

telntang kulmpu ll kelbo, tinjaulan ulmulm telntang kulmpu ll kelbo 

melnulrult hulkulm islam dan tinjau lan ulmulm tindak pidana ku lmpull 

kelbo melnulrult KUlHP Baru l. 

BAB III : PEMBAHASAN 

 

Bab ini melrulpakan pelmbahasan dari hasil pelnellitian yaitu l 

melngelnai pelratu lran telntang kulmpu ll kelbo belrdasarkan hulkulm 

islam yang ada dalam KUlHP maulpuln Kelbijakan Hulkulm Pidana 

                                                      
29 Ibid. Hlm 93. 
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yang barul selrta kelbijakan kriminalisasi ku lmpull kelbo ulntu lk ke l 

delpan. 

BAB IV : PENUTUP 

 

Bab ini belrisi pelnultulp dari pelnellitian skripsi yang melrulpakan 

kelsimpullan dari hasil pelnellitian dalam belntu lk jawaban atas 

masalah yang tellah diru lmulskan, diikultin saran yang be lrkaitan 

delngan pelrmasalahan yang dibahas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan 

 

1. Pengertian Kesusilaan 

 

Su lsila2belrasal dari kata “su l” dan “sila”, su l adalah2awalan 

yang2belrarti amat baik, ataul sangat baik, mullia, dan indah seldangkan kata 

sila belrarti tingkah lakul ataul kellakulan. Su lsila belrarti tingkah laku l atau l 

kellakulan yang baik atau l mullia yang haru ls melnjadi peldoman hidulp manulsia. 

Dalam Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia, kelsulsilaan artinya pe lrihal su lsila 

(belradab, sopan, te lrtib), belrkelnaan delngan adab (kelsopanan, kelhalu lsan, dan 

kelbaikkan bu ldi pelkelrti) dan sopan santu ln, selsulai delngan norma-norma tata 

sulsila, me lnulrult kelbiasaan disulatu l telmpat pada su latu l masa. Selbagai individu l 

manulsia me lmpu lnyai kelmaulan dan kelhelndak yang melndorong ia be lrbulat 

baik dan belrtindak. Belrbulat yang baik yang sellaras delngan ajaran agama atau l 

dharma adalah celrmin dari manulsia yang Sulsila.  

Manu lsia belrsulsila adalah manulsia yang melmiliki buldhi pelkelrti tinggi 

yang bisa dite lrima olelh lingku lngan di mana orang itu l belrada. Kelsulsilaan 

adalah tingkah laku l hulbulngan timbal balik yang se llaras dan harmonis antara 

selsama manulsia delngan alam selmelsta (lingkulngan) yang belrlandaskan atas 
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kasih sayang.30 Melnulrult Lelibniz kelsulsilaan adalah hasil su latu l “melnjadi” 

yang telrjadi di dalam jiwa, yang dinamakan ke lsulsilaan ialah ke lsellulrulhan 

atu lran, kaidah ataul hulkulm yang melngambil belntu lk amar dan larangan.31 

Delngan kata lain kelsulsilaan melnanamkan wajib dan darma. 

Dalam pelngelrtian ini, moralitas me lngontrol bagaimana orang 

belrpelrilaku l dan bagaimana fu lngsi masyarakat me lrelka. Selhulbu lngan delngan 

itul, manu lsia tidak belbas u lntu lk belrtindak ataul melnahan diri u lntu lk tidak 

belrtindak. Standar ke lsopanan melngatu lr atau l melngelndalikan pe lrilakulnya. 

Manulsia ju lga dianggap dibe lntu lk olelh kelsopanan. Delngan kata lain, 

kelhidu lpan alaminya-telrmasulk hasrat, kelcelndelrulngan, tu ljulan, dan 

selbagainya, selmacam disalu lrkan ataul ditulangkan kel dalam belntu lk telrtelntu l. 

Alhasil, atu lran-atu lran yang me lndiktel bagaimana belnda selharulsnya 

digulnakan u lntu lk melmbatasi, me lnyalu lrkan, ataul melmbelntu lk ulmpan, 

pelrwuljuldan selksulalitas dan kondisi alam. 

Nilai kelsulsilaan melrulpakan ku lmpu llan atu lran yang be lrlakul dalam 

bidang- bidang ke lhidu lpan manulsia, atu lran- atu lran telrselbulr selbagai syarat-

syarat ke lsulsilaan, kadang- kadang belrsifat telrtullis dan kadang-kadang 

tidak.30 Di atas tellah dibelrikan contoh melngelnai keltelntu lan-keltelntu lan moral 

yang dimodifikasikan dan yang tidak dimodifikasikan. Dalam bidang 

kelsulsilaan banyak yang te ltap dihayati di dalam kelinsyafan ke lsulsilaan 

                                                      
30 R. Soe lsilo. Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (KU lHP) Se lrta Kome lntar 

kome lntarnya Le lngkap Pasal De lmi Pasal. Bogor: Politelia, 1991. Hal 204-212. 

 
31 Ibid. Hlm 33. 
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manulsai-manulsia yang belrsangku ltan. Jellaslah kiranya tidak ada moral 

tulnggal yang dite lrima olelh selgelnap manu lsia, mellainkan te lrdapat banyak 

moral yang belrbelda-belda melnulrult waktu l, telmpat dan keladaan. 

Dari kelsimpullan di atas, kelsulsilaan dapat dipahami se lbagai u lpaya 

ulntu lk melngarahkan, melnelmulkan, melmbimbing, dan me lnsosialisasikan 

kelhidu lpan selsulai delngan norma atau l nilai yang belrlakul dalam masyarakat. 

Keltika orang se lcara konsiste ln melnelgakkan standar moral, dikatakan dalam 

kelkulrangan. 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan 
 

Tindak pidana ju lga biasanya disamakan de lngan dellik, yang belrasal 

dari bahasa latin, yakni dari kata de llictu lm. Dellik kelsulsilaan dalam KU lHP 

diatulr dalam Bab XIV Bu lkul II yang me lrulpakan keljahatan dan dalam Bab 

VI Bu lku l III yang telrmasulk jelnis pellanggaran. Kata ke lsopanan atau l 

“kelsulsilaan” yaitu l pelrasaan malu l yang belrhulbulngan delngan nafsu l kellamin.  

Misalnya belrseltulbulh, melraba telmpat kelmalu lan wanita, 

melmpelrlihatkan anggota kelmalu lan wanita ataul pria, melnciu lm dan 

selbagainya. Sellain itul, yang dimaksu ld delngan pelrbulatan cabull adalah 

selgala pelrbulatan yang mellanggar kelsulsilaan (kelsopanan) atau l pelrbulatan 

kelji, selmu lanya itul dalam lingkulngan nafsul belrahi kellamin, misalnya: ciu lm-

ciu lman, melraba-raba anggota kelmalu lan, melraba bu lah dada dan se lbagainya. 

Pelrseltulbu lhan masulk pu lla dalam pelngelrtian pelrbulatan cabu ll, akan teltapi 
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dalam ulndang-ulndang diselbultkan telrselndiri.32 

Dalam Bab XIV te lntang Keljahatan telrhadap Kelsu lsilaan dimu lat 

jelnis- jelnis dellik kelsulsilaan (Pasal 281 - Pasal 303 KUlHP) yang mellipulti 

pelrbulatan-pelrbulatan: 

1. Mellanggar kelsulsilaan (Pasal 281). 

 

2. Melnyiarkan, melmpelrtulnju lkkan, dan seltelrulsnya, tullisan, gambaran 

ataul belnda yang mellanggar kelsulsilaan (Pasal 282). 

3. Melnawarkan, melmbelrikan, dan seltelrulsnya, tullisan, gambaran atau l 

belnda yang mellanggar kelsulsilaan (Pasal 283). 

4. Zina (Pasal 284). 
 

5. Delngan kelkelrasan ataul ancaman kelkelrasan melmaksa me llakulkan 

pelrbulatan cabull (Pasal 289). 

6. Mellakulkan pelrbulatan cabu ll delngan orang pingsan, be llulm belrulmulr 

18 tahuln (Pasal 290). 

7. Mellakulkan pelrbulatan cabu ll delngan orang sama je lnis, yang be llulm 

cu lkulp ulmulr (Pasal 291). 

8. Delngan melmbelri atau l melnjanjikan dan seltelrulsnya, me lnggelrakkan 

selselorang bellulm culkulp u lmulr dan baik tingkah laku lnya u lntu lk 

mellakulkan pelrbulatan cabull (Pasal 293). 

9. Mellakulkan pelrbulatan cabu ll delngan anaknya, anak tirinya, anak 

angkatnya, anak di bawah pelngawasannya yang bellu lm culkulp ulmulr 

                                                      
32 R. Soelsilo. Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (KU lHP) Selrta Kome lntar 

kome lntarnya Le lngkap Pasal De lmi Pasal. Bogor: Polite lia, 1991. Hal 204-212. 

 



33 

 

 

 

 

 

(Pasal 294). 

10. Melnghulbulngkan ataul melmu ldahkan pelrbulatan cabull olelh anaknya, 

anak tirinya, ataul anak angkatnya yang bellulm culku lp ulmulr (Pasal 

295). 

11. Melnghulbulngkan, melmuldahkan pelrbulatan cabull olelh orang lain 

delngan orang lain dan melnjadikannya pelncaharian ataul kelbiasaan 

(Pasal 296). 

12. Pelrdagangan wanita dan anak laki-laki bellulm culku lp ulmulr (Pasal 

297). 
 

13. Melngobati selorang wanita ataul melnyulrulh sulpaya diobati yang dapat 

melnggulgulrkan hamilnya (Pasal 299). 

14. Melnju lal ataul melmbelri minu lman yang melmbu lat mabulk (Pasal 300), 

melnye lrahkan anak yang u lmulrnya ku lrang dari 12 tahu ln ulntu lk 

mellakulkan pelngelmisan (Pasal 301). 

15. Mellakulkan pelnganiayaan ringan telrhadap helwan (Pasal 302). 

 

16. Melnawarkan ataul melmbelri kelselmpatan ulntu lk pelrmainan juldi (Pasal 

303 dan Pasal 303 bis). 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Cohabitation 

 

1. Pengertian Kumpul Kebo (Cohabitation) 

 

“Kulmpu ll kelbo” dalam bahasa Bellanda diselbult “Samelnlelveln” dan 

dalam bahasa trelndinya adalah “Living Toge lthelr” teltapi, yang dimaksu ld 

adalah “ku lmpu ll kelbo”. Istilah “kulmpull kelbo” belrasal dari masyarakat Jawa 
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tradisional (gelnelrasi tula). Selcara gamblangnya pasangan yang be llulm 

melnikah, tapi su ldah tinggal di bawah satu l atap. Pelrilakulnya itu l dianggap 

sama selpelrti kelbo. Elntah kelnapa hidu lp belrsama tanpa ikatan pe lrkawinan itu l 

dibilang selbagai “kulmpu ll kelbo”.  

Tapi konon se lcara anelkdotal, kelbo ataulkelrbaul dianggap binatang 

yang kelrap belrsikap selmaul-maulnya selndiri, jadi hidu lp belrsama tanpa ikatan 

pelrkawinan dianggap selbagai celrmin pelrilakulselmaul-maulnya se lndiri. Atau l 

melnulrult para pelngamat kelbo, melrelka sangat jarang mellihat kelbo jantan dan 

beltina belrhulbulngan selks, yang me lrelka lihat hanya melsra-melsraan saja dan 

tahul-tahul si beltina, bulnting selrta kelmuldian mellahirkan anak. Nah, ini yang 

mulngkin disamakan delngan para pellakul kulmpu ll kelbo, di delpan pulblik hanya 

belrmelsraan layaknya orang pacaran akan teltapi tahul-tahul hamil dan 

pulnya anak. 

Seljarah lain telntang “ku lmpu ll kelbo” konon ditelmu lkan di Elropa, 

dimana pelrkawinan pada saat itul dipandang selbagai jalan u lntu lk melnelrulskan 

keltulrulnan. Melrelka yang melnikah dan tidak pulnya anak dianggap 

melmpu lnyai aib, pelrkawinannya gagal. Maka selbellulm melmu ltulskan ulntu lk 

melnikah, laki- laki mellakulkan ulji coba pada pe lrelmpu lan, bisa hamil atau l 

tidak, kalau l bisa barullah dinikahi selcara relsmi. Maaf ini se lpelrti telst drive l 

dalam du lnia otomotif, coba du llul kalaul cocok barul belli. Tidak adil melmang, 

toh pelnye lbab tidak bisa pulnya keltulrulnan bulkan karelna pelrelmpu lan yang, 

gabulk‟ (mandu ll) mellainkan bisa ju lga karelna laki- lakinya ste lril, alias sell 
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spelrmanya lelmah. 

Atau l dalam situ lasi lain, “ku lmpu ll kelbo” dilaku lkan karelna tidak 

tahan, su ldah ingin celpat-celpat melnikah, teltapi situlasi dan kondisi tidak 

melngijinkan, ulmpamanya selkolah/ku lliah bellulm sellelsai, orang tu la tidak 

melngijinkan, bellulm pulnya pelkelrjaan, ulsia masih telrlalu l mulda, teltapi di lain 

pihak dorongan kelbultulhan biologis ataul nalu lri selks sellalul melndapat 

rangsangan dan godaan dari lu lar. Inilah pe lnye lbab u ltama, kelsulkaran, 

problelm dan godaan yang makin selriuls bagi orang-orang mu lda, selhingga 

akhirnya kau lm relmaja hulbulngan belbas ataul puln “kulmpu ll kelbo”. 

Dalam kamu ls bahasa Inggris (An Elnglish-Indonelsian Dictionary, 

pagel 123), kulmpu ll kelbo ataul ”cohabitation” adalah pelrbulatan hidulp 

belrsama. Melnulrult Nasrulllah,doseln Fakulltas Hulkulm Ulnivelrsitas Indonelsia, 

kulmpu ll Kelbo belrarti tinggal selru lmah tanpa adanya ikatan pelrkawinan.33 

Kulmpu ll kelbo selbagai sulatu l pelrbulatan pidana yang diancam de lngan 

ancaman pidana didalam konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 

tentang KUHP. Kulmpu ll kelbo dimasu lkkan kel dalam dellik kelsulsilaan, yang 

selbellulmnya bellulm dikelnal dalam We ltboelk van Strafrelcht (WvS) bulatan 

kolonial yang dikodifikasikan kel dalam KUlHP. 

Kata “Kelsulsilaan”dalam Kamu ls Belsar Bahasa Indonelsia dimulat 

artinya “pelrihal sulsila” kata “sulsila” dimulat arti selbagai belriku lt :34 

                                                      
33 http//www.hulkulm online l.com,Pasal-Pasal Ke lsulsilaan di RUlUl KU lHP Dinilai Masih 

Rancul,diakse ls tanggal 02 Mare lt 2023 
34 Balai Pulstaka. 1995. Kamuls Be lsar Bahasa Indone lsia, E ldisi Ke ldula. Jakarta: 
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1. baik buldi bahasanya, belradab, sopan, telrtib ; 

 

2. adat istiadat yang baik, sopan santu ln, kelsopanan, keladaban ; 

 

3. pelngeltahulan telntang adat. 

 

Kata “Su lsila” dalam bahasa Inggris adalah moral,elthics,delcelnt. 

Kata-kata telrselbult biasa ditelrjelmahkan belrbelda. Kata moral ditelrjelmahkan 

delngan moril, kelsopanan, seldang elthics ditelrjelmahkan delngan kelsulsilaan dan 

delcelnt ditelrjelmahkan delngan kelpatu ltan. Baik “moral”, “eltika” ataulpuln 

“hulkulm” pada hakikatnya melrulpakan “pelrselpsi nilai” dari masyarakat. 

”Moral” me lrulpakan pelrtimbangan atas dasar baik atau l tidak baik se ldang 

“eltika” me lrulpakan keltelntu lan ataul norma pelrilakul (Codel of Condu lct). 

Makna dari “Ke lsulsilaan” adalah be lrkelnaan delngan moral, e ltika yang tellah 

diatulr dalam pe lrulndang–ulndangan. Selhingga apabila dikaitkan de lngan 

tindak pidana maka artinya me lnjadi belrtelntangan delngan moral, maulpuln 

eltika ataul dapat diselbult selbagai belhaviou lr in rellation to se lxulal mattelr 

(pelrilakul yang belrhulbulngan delngan masalah selksulal). RUlUl KUlHP (Konselp 

2005) tidak melnjellaskan arti kulmpu ll kelbo selcara jellas. 

Namu ln, dalam bulnyi dari Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2023 tentang KUHP dapat melmberikan gambaran melngelnai 

pelngertian dari kumpul kebo. Dalam ketentuan Pasal 412 disebutkan bahwa 

: 

                                                                                                                                                 
De lpdikbuld. 
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“Seltiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri 

diluar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 6 (enam) 

bulan dan denda paling banyak kategori II”. 

 

Pelngertian ini diambil karena dalam Penjelasan RUU KUlHP 

(Konselp 2005), dikatakan bahwa pelrbulatan dalam rulmusan Pasal 412  

tersebut disebut sebagai “kumpul kebo”. 

 

“Kumpul kebo merupakan delik yang baru dimasukkan sebagai 

suatu l dellik dalam Rancangan Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. 

Kumpul kebo atau yang lebih dikelnal sebagai “samen leven” atau “living in 

nonmatrimonial union”,”conjugal union”,”cohabitation”merupakan suatu l 

peristilahan popular di masyarakat untuk menyebut perbuatan hidup 

bersama di luar pernikahan yang sah”. 

Dalam Black‟s Law Dictionary, Cohabitation diartikan selbagai : 35 

“to live together as husband and wife. The mutual assumption of those  

marital rights, dutiels and obligation which are usually manifested by 

married people, including but not necessarily dependent on sexual 

relations”(hidup bersama sebagai suami dan istri. Anggapan 

kebersamaan yang muncul dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban 

yang biasanya diwujudkan oleh orang-orang yang telah menikah, hal 

terselbut tidak selalu te lrgantung pada kebutuhan masalah hubungan 

seksual)”. 

 

Dalam pengertian yang sama delngan kumpul kebo adalah 

cohabitation agreement , yang diartikan sebagai : 36 

“Contract betwelen a man and a woman who are living together in 

contemplation of sexual relations and oult of wedlock, relating to thel 

property and financial relations of the parties”(kontrak atau 

                                                      
35 A Bryan Garnelr, Black‟s Law Dictionary, sixth eldition, Minelshota Tompson/ 

welst, 1991, Hal. 290. 
36 Ibid. Hlm 260. 
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kesepakatan antara seorang pria dan selorang wanita yang hidup 

secara belrsama-sama dalam hubungan seksual (sebagai suatu 

keluarga) dan kelluar dari ikatan pelrkawinan yang sah, bekenaan 

dengan hak milik dan kondisi hal ke luangan dari suatu kelompok). 

Dalam Kamu ls Belsar Bahasa Indone lsia kulmpu ll kelbo atau l kulmpu ll 

kelrbaul diartikan selbagai :36 

“Hidu lp belrsama selpelrti sulami istri tanpa adanya ikatan pelrkawinan”. 

Kulmpu ll kelbo ataul lelbih dikelnal delngan istilah sameln lelveln ; cohabitation, ; 

conju lgal u lnion ; living in non motrimonial ulnion, belrdasarkan ru lmulsan 

Rancangan Kitab Ulndang-Ulndang Hu lkulm Pidana Konselp 2005 adalah 

hidu lp belrsama antara laki-laki dan pelrelmpulan di lular pelrnikahan yang sah. 

Kulmpull kelbo selbelnarnya tellah popu llar di masyarakat Indonelsia bahkan 

dulnia selkalipu ln. Namu ln, di Indonelsia kulmpu ll kelbo bellulm dimasulkkan 

melnjadi su latu l dellik dalam pelratu lran pelrulndang- ulndangan yang be lrlakul di 

Indonelsia, bahkan di dalam KU lHP yang se lkarang masih belrlakul tidak 

ditelmulkan pelngatu lrannya delngan jellas. Pelrbulatan kulmpu ll kelbo telrlelbih 

dahullul dikelnal dalam hu lkulm yang be lrlakul di masyarakat atau l lelbih dikelnal 

delngan istilah hulkulm adat (gelwoonrelcht) tellah lelbih dahu llul melngatu lr 

telntang ku lmpu ll kelbo selbagai sulatu l dellik. 

Selorang individu l melngambil ke lpultulsan ulntu lk mellakulkan” ku lmpu ll 

kelbo” karelna di dasari belbelrapa factor, di antaranya: 

a) Keltidak siapan melntal ulntu lk melnikah 

 

Individu l ingin melmbelntulk hulbu lngan yang romantis delgan pasanganya 

selhingga dapat melnyalu lrkan kelbultulhan selksulal tampah haru ls telrikat 
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dalam pelrelnikah yang sah. Me lrelka yang mellakulkan” kulmpu ll 

kelbo”,u lmulmnya tidak me lmiliki kelsiapan melntal ulntu lk melmasulki 

jelngjang pelrnikahan walaulpuln dari selgi ulsia  dan pelkelrjaan ataul elkonomi 

yang suldah melmelnulhi syarat. Melnulrult popelnoel dan whitelnhelad 

melngatakan bahwa laki-laki melnganggap”ku lmpu ll kelbo” selbagai 

kelselmptan mellakulkan hulbulngan selksulal delngan pasangan hidu lpnya 

,seldangkan wanita “ku lmpu ll kelbo” dianggap selbagai pelrsiapan u lntu lk 

melmasu lki pelrnikahan yang sah.37 

b) Ketidak siapan secara ekonomis 

 

Melskipuln selselorang mulngkin suldah culkulp ulmulr teltapi tidak melrasa 

siap selcara finansial ulntulk melnikah, melrelka mulngkin masih ingin 

melnikah. Dalam hulkulm pelrkawinan, melrelka yang te lrmasulk dalam 

katelgori tidak mandiri se lcara elkonomi, misalnya, melrelka yang masih 

kulliah, lulluls dari ulnivelrsitas ataul akadelmi teltapi masih melnganggulr, 

ataul suldah belkelrja teltapi pelnghasilannya tidak melnculkulpi jika dullul 

hidulp belrsama dalam pelrkawinan—tellah melmpelrolelh lelgitimasi dan 

kelduldulkan hulkulm. Delgan kondisi te lrselbult,akhirnya melrelka selring kali 

hanya belrfikir dalam jangka pelndelk yaitul yang pelnting bagai mana 

kelbu ltulhan biologis telrselbult selgelra dapat telrpelnulhi, te ltapi delngan 

konsoku lelnsi melngabaikan nilai- nilai agama, norma sosial dan e ltika. 

Akhirnya me lrelka melmilih “ku lmpu ll kelbo” selbagai altelrnatif telrbaik. 

                                                      
37 Ibid. Hlm. 262. 
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c) Pengalaman teomatis sebelum dan sesudah pernikahan 

 

Bagai selorang individu l yang tellah melnjalani hulbulngan danganlawan 

jelnis,teltapi pultuls. Akhirnya melngalami patah hati, dangan pe lrsaan sagat 

kelcelwa (pru lstasi), seldih, pultuls asa, dan delndam, individul melmiliki 

fikiran (niat) ulntulk tidak melnikahi selcara relsmi.Ahirnya melrelka pu ln 

mellakulkan “kulmpu ll kelbo” dan tinggal selrulmah delngan pasangan 

hidu lpnya. Me lrelka hidu lp belrsama selhingga dapat saling me lmbagi 

cintadan kasih dan melnyalu lrkan hasrat se lksulal. Bila salah satu l dari keldula 

orang yang me llakulkan”kulmpu ll kelbo” selbellulmnya pe lrnah melnikah, 

namu ln kelmuldian belrcelrai. Misalnya keltidak kelseltiaan pasangan 

hidu lpnya.hingga te lrjadi pelrsellingku lhan. Melrelka melrasa sakit hati 

kelmuldian melmultulskan ulntu lk hidu lp belrsama delngan orang lain tanpa 

didasari ikatan pelrnikahan. 

2. Cohabitation Dalam Pembaharuan KUHP 

 

KUlHP adalah kitab indu lk hu lkulm pidana di Indonelsia, dalam Pasal-

pasal yang melngatu lr telntang pidana zina selbagai bagian dari keljahatan 

telrhadap kelsulsilaan, selmulanya masu lk keldalam jelnis keljahatan. Keljahatan 

yang dimaksu ld telrmulat dalam lima Pasal, yaitul: Pasal 284 (pelrzinaan), 

Pasal 285 (pelrkosaan belrseltulbu lh), Pasal 286 (pelrseltulbulhan delngan 

pelrelmpulan bulkan istelrinya yang dalam keladaan pingsan). Pasal 287 

pelrseltulbu lhan delngan pelrelmpu lan yang bellulm belrulmulr lima be llas tahuln 

yang bu lkan iste lrinya), Pasal 288 (belrseltulbulhdalam pelrkawinan delngan 
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pelrelmpu lan yang be llulm waktu lnya dikawini dan me lnimbullkan lu lka atau l 

kelmatian).38 

Pelrbulatan yang me lmpu lnyai makna sama de lngan pelrzinaan,di dalam 

KUlHP digolongkan ke ljahatan kelsulsilaan diatu lr dalam Pasal 284-303 

KUlHP. Salah satu l keljahatan kelsu lsilaan telrselbult telrkelnal delngan istilah 

pelrzinaan/ mu lkah (ovelrspell) yang di atu lr dalam Pasal 284. 

Melnulrult KUlHP Pasal 284 dinyatakan bahwa zina adalah 

pelrseltulbu lhan yang dilaku lkan olelh laki-laki ataul pelrelmpu lan yang tellah 

kawin delngan pelrelmpu lan ataul laki-laki yang bulkan istri ataulsulaminya. Dan 

sulpaya masu lk pasal ini maka pelrseltulbulhan itu l haruls dilaku lkan delngan su lka 

sama sulka, tidak bole lh ada paksaan dari salah satu l pihak.39 

Seldangkan yang dimaksu ld delngan pelrseltulbulhan ialah pelrpadulan 

antara anggota ke lmalulan laki-laki dan pelrelmpu lan yang biasa dijalankan 

ulntu lk me lndapat anak, jadi anggota laki-laki masulk kel dalam anggota 

pelrelmpu lan, selhingga melngellularkan air mani.40 

Pasal 284 KUHP : 

 

(1) Diancam delngan pidana pelnjara paling lama Selmbilan bu llan: 

 

1. a. selorang pria yang tellah kawin yang mellakulkan gelndak (ovelrspell),      

 padahal dikeltahuli bahwa pasal 27 BW belrlakul baginya. 

                                                      
38 Ibid. Hlm. 28. 

 
39 Http://Pe lrzinaan-Hulkulm.Blogspot.Co.Id Aksels Minggu l, 3 Marelt 2023 Pulkull 10.55 

 
40 Soelsilo, Kitab Ulndang-Ulndang Hulku lm Pidana (KU lHP), (Bogor: Politels, 2004), hlm. 

181 

http://perzinaan-hukum.blogspot.co.id/
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2.  a. selorang pria yang tulrult selrta mellakulkan pelrbulatan itu l, padahal 

dikeltahulinya yang tulrult belrsalah tellah kawin. 

b. selorang wanita yang te llah kawin yang tu lrult selrta mellakulkan 

pelrbulatan itul, padahal dike ltahuli olelhnya bahwa yang tu lrult 

belrsalah tellah kawin dan pasal 27 BW belrlakul baginya. 

(2) Tidak dilakulkan pelnulntu ltan mellainkan atas pelngadu lan su lami/istri yang 

telrcelmar, dan bilamana bagi me lrelka belrlakul pasal 27 BW, dalam 

telnggang waktu l tiga bullan diiku lti delngan pelrmintaanbelrcelrai atau l 

pisah-melja dan ranjang karelna alasan itul julga. 

(3) Telrdapat pelngadulan ini tidak belrlakul pasal 72,73 dan 75 

 

(4) Pelngadu lan dapat ditarik ke lmbali sellama pelmelriksaan dalam 

sidangpelngadilan bellulm dimullai.  

 

Jika bagi su lami istri belrlaku l pasal 27 BW, pelngadulan tidak 

diindahkan sellama pelrkawinan bellulm dipu ltulskan karelna pelrcelraian atau l 

selbellulm pu ltulsan yang melnyatakan pisah melja dan telmpat tidulr melnjadi 

teltap.41 

Tindak pidana pelrzinahan ataul ovelrspell yang dimaksu ld dalam pasal 

284 ayat KUlHP itul melrulpakan su latu l opzelttlelijk dellict ataul melrulpakan 

tindak pidana yang haruls dilaku lkan delngan selngaja. Mellihat ke ltelntu lan pasal 

284 maka ovelrspell yang dapat dikelnai sanksi pidana melnulrult KUlHP 

                                                      
41 R. Soe lsilo, Kitab Ulndang-Ulndang Hulku lm Pidana Selrta Kome lntar-komelntarnya 

Le lngkap Pasal Delmi Pasal (Bogor: Politels, 2016), Hlm. 209. 
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adalah: 

a. Pelrseltu lbulhan dilakulkan olelh melrelka yang suldah sah melnikah saja. 

b. Apabila pasangan ini bellulm melnikah keldula-dulanya, maka pelrseltulbulhan. 

c. Partnelr yang dise ltulbulhi, yang bellulm melnikah hanya dianggap se lbagai 

pelselrta pellakul (meldelplelgelr). Ini belrarti apabila partnelr yang dise ltulbulhi 

tellah me lnikah ju lga, yang belrsangku ltan diangap bu lkan selbagai pelselrta 

pellakul. 

Pelrseltulbulhan tidak direlstu li sulami ataulpuln istelri yang be lrsangkultan. 

Kalaul pelrseltulbulhan itu l direlstu li olelh su lami ataul istelri yang be lrsangkultan 

maka bulkan telrmasulk ovelrspell.42 

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 

 

1. Pengertian Hukum Pidana 

 

Hu lkulm Pidana adalah se lbagai hu lkulm yang melngatu lr pelrbulatan-

pelrbulatan yang dilarang olelh Ulndang-Ulndang dan apabila selselorang 

mellanggar ataul mellakulkan pelrbulatan dan me lmelnulhi ulnsulr-u lnsulr pelrbulatan 

yang su ldah diatu lrdalam Ulndang-Ulndang maka akan dibe lrikan sanksi. 

Melnulrult Prof. Moe lljatno, Hulku lm Pidana adalah bagian daripada 

kelsellulrulhan hu lkulm yang belrlakul disu latu l Nelgara, yang melngadakan dasar- 

dasar dan atu lran-atu lran ulntu lk: 43 

1. Melnelntu lkan pelrbulatan-pelrbulatan mana yang tidak bole lh 

                                                      
42 Moeljatno, KUHP, 2001, (Jakarta ; Bumi Aksara, 2010), Hlm 104 
43 Moelljatno,, Azas-Azas Hulkulm Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.1 
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dilakulkan dan yang dilarang, de lngan diselrtai ancaman atau l 

sanksi yang belrulpa pidana telrtelntu l bagi barang siapa yang 

mellanggar larangan telrselbult; 

2. Melnelntu lkan kapan dan dalam hal-hal apa kelpada me lrelka yang 

tellah mellanggar larangan-larangan itu l dapat dike lnakan atau l 

dijatu lhi pidana selbagaimana yang tellah diancamkan; 

3. Melnelntu lkan delngan cara bagaimana pelngelnaan pidana itul dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka te llah mellanggar 

larangan telrselbult. 

Jika dihulbulngkan pelngelrtian seldelrhana melngelnai ilmul hulkulm 

delnganhu lkulm pidana, maka dapat didelfinisikan bahwa ilmul hulkulm pidana 

adalah ilmu l pelngeltahulan yang melnelrangkan dan melnjellaskan hulkulm 

pidana. 

2. Pembagian Hukum Pidana 

 

1) Hulkulm Pidana dapat dibagi dalam: 

 

a. Hulkulm Pidana Mate lriil, yaitul hulkulm pidana yang me lmulat 

atu lran- atu lran yang me lneltapkan dan melrulmulskan pelrbulatan-

pelrbulatan yang dapat dipidana, hulkulm pidana matelriil 

misalnya telrmulat dalam KUlHP, Ulndang-Ulndang Narkotika 

dan lain-lain. 

b. Hulkulm Pidana Formil, yaitul hulkulm pidana yang melngatulr 

bagaimana Nelgara delngan pelrantaraan alat-alat 
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pelrlelngkapannya me llaksanakan haknya u lntu lk melngelnakan 

pidana. Hulkulm pidana formil misalnya telrmu lat dalam 

KUlHAP ataul Ulndang-ulndang nomor 8 tahuln 1981. 

2) Hulkulm Pidana ju lga dapat dibagi dalam: 

 
a. Hulkulm Pidana Ulmu lm, yaitu l hulkulm pidana yang me lmulat 

atu lran- atu lran hu lkulm pidana yang belrlakul bagi se ltiap orang. 

Atulran ini misalnya telrmulat dalam KUlHP, Ulndang-ulndang 

Lalu l Lintas dan lain- lain. 

Hu lkulm Pidana Khulsuls, yaitu l hulkulm pidana yang me lmulat atu lran- 

atu lran hu lkulm pidana yang melnyimpang dari hulkulm pidana ulmulm. 

Kelkhulsulsan dari atu lran- atu lran hu lkulm pidana khulsuls ini bisa diselbabkan 

karelna belrkaitan delngan orangnya misalnya hulkulm pidana militelr, ataulpuln 

belrkaitan delngan jelnis pelrbulatannya, misalnya U lndang-Ulndang koru lpsi, 

hulkulm pidana fiscal yang me lmulat dellik- dellik yang belrulpa pellanggaran 

atu lran-atu lran pajak. 

3. Tujuan Hukum Pidana 
 

Belrbicara melngelnai tu ljulan hu lkulm pidana tidaklah te lrlelpas dari 

aliran- aliran  dalam hulkulm pidana. Telrdapat dula aliran dalam tuljulan hulkulm 

pidana yaitu l: 

a) Aliran Klasik 

 

Aliran klasik ini melnghelndaki hulkulm pidana yang telrsulsuln 

sistelmatis dan melnitikbelratkan pada kelpastian hu lkulm. Tuljulan 
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hulkulm pidana melnulrult aliran klasik adalah ulntu lk mellindulngi 

kelpelntingan individu l dari kelselwelnang-welnangan pelngulasa.44 

b) Aliran Modelrn 

 

Belrbelda delngan aliran klasik dalam hu lkulm pidana yang 

belrtuljulan ulntu lk mellindu lngi kelpelntingan individul dari 

kelselwelnang-welnangan, aliran modelrn dalam hu lkulm pidana 

belrtuljulan mellindulngi masyarakat dari keljahatan. Aliran moldelrn 

julga diselbult aliran positif karelna melncari selbab keljahatan 

melnggulnakan meltodel ilmu l alam melmpelngarulhipellakul keljahatan 

selcara positif seljaulh dapat dipelrbaiki.45 

 

  

                                                      
44 Mulladi dan Barda Nawawi Arie lf, , Telori-Te lori Dari Ke lbijakan Pidana, Alulmni, 

Bandulng, 1992, hlm. 25. 

  
45Ibid, hlm.32 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Peraturan Tentang Kumpul Kebo Berdasarkan KUHP Maupun 

Kebijakan Hukum Pidana yang Baru 

“Kelbijakan kriminalisasi adalah sulatul ke lbijakan pe lmelrintah 

ulntulk me lne ltapkan dan/ataul melngangkat su latul pe lrbulatan yang selmulla 

tidak melru lpakan   sulatu l   tindak   pidana   melnjadi   katelgori   tindak 

pidana”.46 “Kelbijakan kriminalisasi te lrselbult be lrada di ranah ke lbijakan 

criminal (criminal policy), yang me lrulpakan sulatul be lntulk pe lmbaharulan 

hulkulm pidana (pelnal relform) yang nantinya be lrorie lntasi ke lpada 

pe lmbaharulan hulkulm nasional (law relform). 

Pe lmbaharulan hulkulm didalam “Rancangan U lndang-U lndang 

Kitab U lndang- U lndang Hulkulm Pidana se ljak dike llularkannya pada tahuln 

1964 hingga saat ini te lntang de llik pe lrzinahan me lngalami pe lrulbahan 

yang signifikan.” Se lte llah dikaji, pe lmbahasan selcara positifisik te lrse lbu lt 

te lrnyata me lmpe lrjellas pe lmahaman bahwa de llik pe lrzinahan se lbagaimana 

yang dise lbultkan di dalam ke lte lntulan pasal 284 Kitab U lndang-U lndang 

Hulkulm Pidana me lmiliki banyak ke lle lmahan se lcara moril. 

Tindak pidana ku lmpull ke lbo/pe lrzinahan di dalam U lndang- 

U lndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab U lndang-U lndang Hu lkulm 

                                                      
46 Kansil, C.S.T, Pe lngantar Ilmu l Hu lkulm dan Hulku lm Indonelsia (Jakarta: Balai 

Pulstaka, 1989) hal. 38. 
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Pidana diatulr dalam Pasal 411, 412, dan Pasal 413. Belrikult adalah bulnyi 

dari pasal-pasal telrselbult: 

“Pasal 411” 

 

(1). “Seltiap orang yang mellakulkan   pelrseltulbulhan   delngan   orang   

yang bulkan sulami ataul istrinya dipidana karelna pelrzinahan delngan 

pidana pelnjara paling lama 1 (satul) tahuln ataul delnda Katelgori II 

(Rp. 10.000.000,-).” 

(2). Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:  

a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.  

b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan 

(3). Telrhadap pelngadulan selbagaimana dimaksuld pada ayat (2)   tidak 

belrlakul keltelntulan selbagaimana dimaksuld dalam Pasal 25, Pasal 26, 

dan Pasal 30.”  

(4). “Pelngadulan    dapat    ditarik     kelmbali     sellama     pelmelriksaan     

di sidang pelngadilan bellulm dimullai. 

 

“Pasal 412” 

 

(1). “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di 

luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” 

(2). Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:  
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a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau  

b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat 

perkawinan” 

(3). “Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(21 tidak 

berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.” 

(4). “Pelngadulan    dapat    ditarik     kelmbali     sellama     pelmelriksaan     

di sidang pelngadilan bellulm dimullai.” 

 

“Pasal 413” 

 

“Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang 

diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”. 

Rulmulsan dari Pasal 411, 412, dan Pasal 413 ataul me lnge lnai 

pe lrbulatan  tindak  pidana   pe lrzinahan   ataul   kulmpull   ke lbo   

(kohabitasi) “dapat disimpullkan bahwa rulmulsan U lndang-U lndang te llah 

mellakulkan ove lrkriminalisasi te lrhadap se lmula pe llakul pe lrse ltulbulhan yang 

tidak te lrikat pe lrkawinan me lnjadi tindak pidana zina.” “Dalam hal ini, 

de llik zina dalam  U lndang-U lndang   Kitab U lndang-U lndang Hu lkulm 

Pidana te lrlalul jaulh me lngatulr warga ne lgaranya yang be lrsifat privat 

(pribadi) dan pe lrsonal melnjadi u lrulsan yang belrsifat pulblik.” 

“Nelgara se lharulsnya tidak me lncapulri ulrulsan pribadi atau l ulrulsan 

privat dari warga nelgaranya, te ltapi ne lgara bisa me lnjaga hak-hak se lrta 

privasi dari warga ne lgaranya.”  “Dalam  hal   tindak   pidana   
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pe lrzinahan   ini, ne lgara te llah me llakulkan pe llanggaran Hak Asasi 

Manulsia dan pe llanggaran ke lbe lbasan te lrhadap warga ne lgaranya bila 

te ltap me lmaksakan ke lte lntulan me lnge lnai pe lrzinahan ini te ltap be lrlakul.” 

Se llain itul, “ke lte lntulan pe lmidanaan  telrhadap   tindak pidana pe lrzinahan di 

dalam U lndang-U lndang Kitab U lndang- U lndang Hulkulm Pidana julga 

dianggap te lrlalul be lrat, dimana ancaman hu lkulm ke lpada pe llaku l 

pe lrzinahan/ku lmpull ke lbo (kohabitasi) adalah pe lnjara dari 1 (satul) 

sampai 12 (dula be llas) tahuln.” Se ldangkan didalam Kitab U lndang-

U lndang Hu lkulm Pidana saat ini ancaman tindak pidana hanyalah 9 

(Se lmbilan) bullan. 

Akibatnya yang akan te lrjadi adalah pe lnyalahgulnaan we lwe lnang 

dan/ataul ke lkulasaan dan julga kelkacaulan.” Nelgara dalam hal ini mellakulkan 

tulgasnya ulntulk me lnjamin ke lse ljahte lraan warga ne lgaranya dan hak-hak 

asasi manulsia. Pe lrmasalahan ke lte lntulan me lnge lnai pe lngadulan pe lngadulan 

dalam tindak pidana pe lrzinahan ini yaitul pe lrmasalahan dari de llik 

pe lrzinahan, se ldangkan pe lrmasalahan lain yaitul me lnge lnai pe lngadulan 

dalam Pasal 284 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm 

Pidana. Pelrtama, “melngelnai keltelntu lan Pasal 284 ayat (2) dimana 

dise lbultkan bahwa tindak pidana zina tidak dilakulkan pe lnulntulan ke lculali 

atas pe lngadulan sulami, istri, ataul pihak ke ltiga  yang telrcelmar.”   “Dalam 

keltelntu lan telrselbult telrdapat belbelrapa hal yang rancul (tidak je llas) dimana 

pihak ke ltiga yang te lrcelmar dapat me llakulkan pe lngadulan te lrhadap 
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melre lka yang didu lga mellakulkan pe lrzinahan.”  “Hal  ini  sangat 

be lrbahaya kare lna ada batasan me lnge lnai pihak ke ltiga yang te lrce lmar julga 

be llulm je llas dan tidak me lmiliki ke lpastian hulkulm.” Siapapuln yang 

melrasa te lrcelmar karelna te lrdapat pe lrbulatan pe lrzinahan ataul pe lrbulatan 

pe lrse ltulbulhan yang dilakulkan ole lh orang lain dapat me lngadulkan 

pasangan te lrse lbult ke lpada pihak yang be lrwajib de lngan atas dulgaan 

tindak pidana pe lrzinahan. 

“Se llain pe lrmasalahan te lrselbult, pada ke lte lntulan Pasal 412 ayat (3) 

melnye lbultkan bahwa pe lngadulan se lbagaimana dimaksu ld dalam ayat (2) 

tidak be lrlakul ke lte lntulan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal  30.” Adapu ln 

ke lte lntulan pasal 25, yaitul: “(1) dalam hal korban Tindak Pidana adu lan 

be llulm be lrulsia 16 (e lnam be llas) tahuln, yang be lrhak me lngadul me lrulpakan 

Orang  Tula  ataul   Walinya.” “(2) dalam hal Orang Tu la ataul wali 

selbagaimana dimaksu ld pada ayat (1) tidak ada ataul orang tula ataul wali 

itul se lndiri yang haru lsnya diadulkan, pe lngadulan dilakulkan ole lh 

ke llularganya se ldarah dalam garis lulruls. “(3) Dalam hal ke llularga se ldarah 

dalam garis lulruls se lbagaimana dimaksuld pada ayat (2) tidak ada, 

pe lngadulan dilaku lkan ole lh ke llularga se ldarah dalam garis me lnyamping 

selmpai de lrajat keltiga.” “(4) dalam hal anak tidak me lmiliki orang tula, 

wali, ataul ke llularga se ldarah dalam garis lu lruls ke l atas ataulpuln 

melnyamping se lmpai de lrajat ke ltiga, pe lngadulan   dilakulkan   ole lh   diri   

selndiri   dan/ataul    pe lndamping.” Se ldangkan keltelntulan pasal 26, yaitul: 
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“(1) dalam hal korban Tindak Pidana adulan be lrada dibawah pe lngampulan, 

yang be lrhak me lngadul melrulpakan pe lngampulnya, ke lculali bagi korban 

Tindak Pidana adulan yang be lrada dalam pe lngampulan karelna boros.” 

“(2) dalam hal pelngampu l selbagaimana dimaksu ld pada ayat (1) tidak ada 

ataul pelngampu l itul selndiri yang haruls diadulkan, pelngadulan dilaku lkan olelh 

sulami atau l istri korban atau l kellularga seldarah dalam garis   lulruls.”    “(3) 

dalam hal sulami istri korban ataul kellularga seldarah dalam garis lulruls 

selbagaimana dimaksu ld pada ayat (2) tidak ada, pelngadulan dilaku lkan olelh 

kellularga seldarah dalam garis melnyamping sampai   delrajat   keltiga”. 

Sellanjultnya, keltelntu lan Pasal 30, yaitul: “(1) pelngadulan dapat ditarik 

kelmbali olelh pelngadul dalam waktu l 3 (tiga) Bullan telrhitulng seljak tanggal 

pelngadulan diajulkan.” “(2) Pelngadu lan yang ditarik kelmbali tidak dapat 

diajulkan lagi.” 

Dapat dilihat bahwa pada ke lte lntulan pasal 30 ayat (2) te lrse lbult, 

tidak me lnsyaratkan adanya pe lngadulan se lcara multlak. Jika pe llaku l 

pe lrbulatan kulmpull ke lbo (kohabitasi) ataul pe lrzinahan me llakulkan 

pe lrbulatannya ke lmbali, dipe lrtanyakan apakah bisa dilaku lkan pe lngadulan 

ke lpada pihak be lrwajib ulntulk ke ldula kalinya? 

“Rancangan   U lndang-U lndang   Kitab   U lndang-U lndang    

Hulkulm Pidana me lrulpakan rancangan pe lratulran yang me lngatulr se lmula 

aspe lk ke lhidulpan masyarakat  dalam  bingkai  Ne lgara  Ke lsatulan  

Re lpulblik   Indone lsia.” “Se ljatinya de llik di dalam rancangan te lrse lbult 
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harulslah tidak me lnge lkang ke lbe lbasan warga nelgaranya se lrta tidak 

melmbe lrikan we lwe lnang kontrol yang be lrle lbihan dari aparat pe lne lgak 

hulkulm te lrhadap warga ne lgaranya.” “Se lbagaimana te llah dibahas 

melnge lnai ke lte lntulan Pasal 411 sampai 413 U lndang- U lndang Kitab 

U lndang-U lndang Hulkulm Pidana yang me lngatulr te lntang kulmpull ke lbo 

(kohabitasi)/pe lrzinahan melrulpakan ke lte lntulan yang dipe lrlulas daipada 

ke lte lntulan pe lrzinahan di dalam Kitab U lndang-U lndang Hulkulm Pidana 

saat ini”, namuln “ke lte lntulan yang barul te lrse lbult sangat me lncampulri 

ulrulsan pribadi warga ne lgaranya kare lna se lmula orang yang me llakulkan 

pe lrse ltulbulhan dilular nikah dapat dike lnakan de llik pe lrzinahan.”  

Kelte lntulan me lnge lnai zinah ini te ltap me lngacul ke lpada ke lte lntulan 

melnge lnai zinah dalam Kitab U lndang-U lndang Hulkulm Pidana yang 

be lrlakul saat ini tanpa me llakulkan ove lr kriminalisasi dan pe lrlulasan 

makna yang be lruljulng pada pe lnge lkangan hak individu l dan ke lkacaulan 

selrta kriminalisasi dimana- mana. Se llanjultanya mellihat ke lmbali pasal 30 

ayat (2) Rancangan U lndang-U lndang Kitab Hulkulm Pidana yang 

melngatakan bahwa “pe lngadulan yang ditarik tidak dapat diajulkan lagi” 

ini me lnye lbabkan ke ltidakpastian jika pe llakul yang pe lrnah me llakulkan 

pe lrbulatan kulmpull ke lbo (kohabitasi) atau lpuln pe lrzinahan me lngullang 

pe lrbulatan yang sama dike lmuldian hari dan tidak dapat diaju lkan kare lna 

bulnyi Pasal 30 ayat (2) te lrselbult. 

Me lnulrult se ljulmlah otoritas hu lkulm, kohabitasi tidak dianggap 
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selbagai tindakan ile lgal dan tidak dapat dikate lgorikan se lbagai 

pe llanggaran biasa. Me lnulrult Andi Hamzah dan J.E l. Sahe ltapy, ada 

seljulmlah te lmpat yang masih tradisi atau l praktik kulmpull ke lbo, se lpe lrti di 

dae lrah Minahasa dan Nias. Di sana, masyarakat te lrbiasa hidu lp be lrsama 

selbagai ke lbo (hidulp be lrsama) de lngan laki-laki dan pe lre lmpulan yang 

be llulm me lnikah. Namu ln, mayoritas orang Indone lsia pe lrcaya bahwa 

kohabitasi adalah ke ljahatan yang haruls dihulkulm. Hanya Sebagian kecil 

(minoritas) masyarakat hu lkulm adat di Indone lsia yang me lnganggap 

bahwa kulmpull ke lbo se lbagai sulatul pe lrbulatan yang biasa saja dan/atau l 

dilakulkan dalam ke lhidulpan belrmasyarakat. Selpelrti masyarakat di Pullaul 

Jawa, Bali, dan se lbagaian be lsar lainnya me lnganggap pe lrbulatan kulmpull 

ke lbo adalah bulkan sulatulpe lrbulatan ke ljahatan te lrhadap ke lsulsilaan dan 

mellanggar aspe lk-aspe lk kulltulral bangsa Indone lsia khulsulsnya ke l bangsa 

timulr yang me lnjulnjulng tinggi adab ke lsulsilaan dan sopan santuln dalam 

hidulp be lrmasyarakat. 

“Me lskipuln dalam pe lrancangan ke lte lntulan  ini  Pe lmbulat  U lndang- 

U lndang me lmpe lrtimbangkan asas ke lsulsilaan se lhingga me lmasulkkan 

pe lrlulasan makna pe lrzinahan dalam Rancangan U lndang-U lndang Kitab 

U lndang-U lndang Hulkulm Pidana te lrse lbult”, namuln “se lharulnya dalam 

pe lmbulatan/pe lmbe lntulkan pe lratulran pe lrulndang- ulndangan dan julga para 

pe lrancang me lmpe lrlihatkan me lmpe lrlihatkan asas ke lmanfaatan dari 

pasal-pasal yang disulsuln/dirancang te lrse lbult.” “Nelgara se lharulsnya dapat 
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melnjaga dan me llindulngi hak-hak warga ne lgaranya”, se lhingga ke lte lntulan 

pidana dirancang le lbih me lmpe lrtimbangkan masyarakatnya dan bu lkan 

ulntulk me lrampas ke lme lrde lkaan ataul ke lbe lbasan warga ne lgaranya. 

 

 

Dalam KUlHP Indonelsia Pasal 284 melngkatelgorikan pelrzinaan itu l 

dalam dellik adu lan absolu lth. Artinya tidak dapat ditulntult apabila tidak ada 

pelngadulan dari pihak sulami, istelri yang dirulgikan (dimalulkan). Melnulrult 

KUlHP, yang dapat mellakulkan pelngadu lan adalah sulami, istelri, ataul pihak 

keltiga yang telrcelmar. Apabila dalam kasuls pelrzinaan ini tidak ada 

pelngadulan dari pihak-pihak yang te llah diselbultkan dalam Pasal 284 ayat (2) 

maka sulatu l dellik pelrzinaan tidak dapat diprosels selcara hulkulm.47 

Belrdasarkan ulraian diatas, wajar saja kalaul KUlHP yang notabelnnya 

melrulpakan produ lk asli dari Barat me lngkatelgorikan pelrzinaan se lbagai dellik 

adulan. Karelna hu lkulm Barat itu l di pelngarulhi delngan ajaran yang belrfaham 

individulalisme l, libelraliselm, dan individulal rights. Jimly Ashiddiqie l 

belrpelndapat bahwa pe lrzinaan dalam hulkulm barat di anggap selbagai dellik 

adulan hanya kelharulsan moral ulntu lk seltia kelpada sulami dan istelri.48 

B. Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Untuk ke Depan 

 

Pelngatu lran pelrbulatan kulmpu ll kelbo (kohabitasi) tidak hanya ditinjau l 

                                                      
47 Ibid. Hlm. 95. 
48 Ibid. Hlm 96. 
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ataul dilihat dari sisi hu lkulm ataul atu lran yang akan be lrlaku l ulntu lk dimasa 

delpan (Iu ls Constitu lelndulm), teltapi ju lga belrdasarkan pada hu lkulm positif 

yang ada se lkarang (Iuls Constitultulm).49 Tuljulan yang helndak dicapai ialah 

delngan mellakulkan sulatu l pelrbandingan yang bisa digu lnakan di masa yang 

akan datang, yaitu l selbagai bahan masu lkan pelrbaharulan hu lkulm pidana 

delngan teltap belrorielntasi kelpada aspelk buldaya (kulltulral) dan filosofi bangsa. 

Didalam hu lkulm positif Indonelsia bellulm ada atu lran pasti me lngelnai ku lmpull 

kelbo (kohabitasi) ini, yang diatu lr hanya atu lran telntang pelrzinahan. 

Pelrzinahan selndiri diatulr didalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Ulndang- 

Ulndang Hu lkulm Pidana delngan pelnjellasannya selbagai belriku lt:50 

 

(1) Diancam delngan pidana pelnjara paling lama selmbilan bullan: 

1. a. se lorang pria yang te llah kawin yang me llakulkan ge lndak 

(ovelrspell), padahal dike ltahuli bahwa pasal 27 BW be lrlaku l 

baginya; 

b. selorang wanita yang te llah kawin yang me llakulkan ge lndak,  

padahal dike ltahuli bahwa pasal 27 BW be lrlakul padanya; 

2. a. selorang pria yang tulrult se lrta mellakulkan pe lrbulatan itul, 

 padahal dike ltahuli bahwa tulrult be lrsalah te llah kawin; 

                                                      
49 Mahardini, I. De lwa Ayu l Nyoman Alit. “Kajian Ke lbijakan Kriminalisasi Tindak 

Pidana Kulmpull Ke lbo (Cohabitation) Dalam Rancangan Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana.” 

In Se lminar Nasional Hu lku lm dan Ke lwarganelgaraan, Vol. 1, No. 1, pp. 56-63. 2019. 
50 Sullistiyono, Bu ldi & Hari Pulrwadi, U lrge lnsi Kriminalisasi Ku lmpull Ke lbo 

(Cohabitation) Dalam Hulkulm Pidana Indone lsia. “Ju lrnal Hu lku lm Dan Pe lmbangulnan E lkonomi, 

Vol. 6 No. 2. 2018. 
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b. se lorang wanita yang te llah kawin yang tu lrult se lrta 

mellakulkan pe lrbulatan itul, padahal dike ltahuli ole lhnya 

bahwa yang tulrult be lrsalah te llah kawin dan pasal 27 

BW be lrlakul baginya.” 

Belrdasarkan bulnyi pasal telrselbult, dapat dilihat bahwa pada pasal 

284 ayat (1) telrse lbult tidak bisa me lngikat pasangan pe lrbulatan 

kulmpull ke lbo (kohabitasi) jika pasangan te lrselbult be llulm 

mellakulkan pe lrkawinan atul tidak te lrikat de lngan pe lrkawinanyang 

sah melnulrult hulkulm dan agama. Maka dari itul, hal te lrse lbult yang 

dijadikan olelh masyarakat ulntulk mellakulkan pe lrbulatan kulmpull 

ke lbo (kohabitasi) tanpa takult ulntulk me lne lrima sanksi pidana dan 

ke lkosongan norma te lrselbult me lngakibatkan sulsahnya aparat 

be lrwelnang dalam me llakulkan pe lnindakan ke lpada masyarakat 

khulsulsnya ke lpada pe llakul pe lrbulatan kulmpull ke lbo (kohabitasi) 

te lrselbult. Me lruljulk dari ke lpada ke lte lntulan Kitab U lndang-U lndang 

Hulkulm Pidana yang be lrlakul, te lrdapat e lmpat syarat agar 

selse lorang dinyatakan mellakulkan pe lrbulatan zina yaitul se lbagai 

be lrikult : 

a. “Mellakulkan pelrseltulbulhan delngan pelrelmpu lan ataul laki-laki yang bulkan sulami ataul istrinya;” 

b. “Dirinya (orang ini tidak haruls suldah melnikah) tidak

tu lndulk kelpada keltelntu lan Pasal 27 BW”; 

c. Pasangannya yang mellakulkan   pelrseltulbulhan telrselbult tulndulk kelpada keltelntu lan pasal 27 BW;” dan 



58 

 

 

 

 

 

d. “Dikeltahulinya bahwa pasangan mellakulkan   pelrseltulbulhan   

telrselbult te llah be lrsulami ataul be lristri, dan be lrlakul ke lte lntulan Pasal 

27 BW bagi pasangannya yang be lrse ltulbulh te lrse lbult”. 

Apabila dice lrmati ke lte lntulan pe lrzinahan di dalam Kitab U lndang-

U lndang Hulkulm   Pidana   yang   be lrlakul   “be lrtuljulan    ulntulk    

melngkriminalisasi pe llakul pe lrse llingkulhan yang dimana salah satu l 

dan/ataul ke ldula pe llakul pe lrse ltulbulhan te lrse lbult melrulpakan pasagan yang 

suldah te lrikat pe lrnikahan/pe lrkawinan se lbe llulmnya.” “Se llain itul ke lte lntulan 

Pasal 284 Kitab U lndang-U lndang Hu lkulm Pidana me lrulpakan de llik adulan 

absolult yang tidak me lmulngkinkan bahwa pe lrbulatan te lrse lbult dapat 

dipidana jika tidak ada pelngadulan dari pihak yang dirulgikan (sulami/istri 

yang be lrsangkultan) dan se llama pe lrkara itul be llulm dipe lriksa dimulka 

pe lngadilan, maka dari itu l pe lngadulan dapat ditarik ke lmbali.” 

Seldangkan pelrselpsi ataul pandangan “masyarakat tidak 

melmpelrsoalkan apakah pellakul pelrzinahan suldah belrkellularga ataul bellulm, 

bagi pria ataulpuln wanita yang mellakulkan pelrbulatan pelrzinahan ini teltap 

dikatelgorikan selbagai pellakul pelrzinahan.” Di lihat dari selgi pelnjatulhan 

sanksi yang telrdapat pada Pasal 284 ini se lolah-olah sanksi “bagi pe llaku l 

tindak pidana pe lrzinahan tidak me lmbe lrikan e lfelk je lra ke lpada pe llaku l 

tindak pidana te lrse lbult dan tidak dapat me lminimalisir te lrjadinya tindak 

pidana yang dimaksuld. 

Akibat yang ditimbullkan dari pe lrbulatan kulmpull ke lbo 
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(kohabitasi) be lragam dan be lrkaitan de lngan kondisi dan tanggapan 

masyarakat telntang pe lrbulatan kulmpull ke lbo (kohabitasi). Jika 

masyarakat yang pro de lngan kulmpull ke lbo (kohabitasi), maka me lrelka 

akan melmbiarkan pasangan kulmpull ke lbo ulntulk diam dan tinggal satu l 

atap atau l satul rulmah tanpa adanya inte lrve lnsi te lrhadap se lgala ulrulsan 

yang me lnjadi bagian dari ke lhidulpan be lrsama dari pasangan kulmpull ke lbo 

te lrselbult. Kajian filosifis yang dapat dike lmulkakan telntang tidak 

diformullasikannya hidulp be lrsama/kulmpull ke lbo (kohabitasi) di dalam 

Kitab U lndang-U lndang Hulkulm Pidana mau lpuln di Kitab U lndang-U lndang 

Hulkulm Pe lrdata, kare lna nilai- nilai ke lhidulpan masyarakat Elropa adalah 

“Individulalisme l dan Libe lralismel”.  

Paham ke lhidulpan te lrselbult me lnyakini bahwa pe lmilikan selx 

selse lorang pe lnggulnaannya multlak me lnjadi hak privat (pribadi) yang 

be lbas dilakulkan te lrhadap siapapuln. Dan “se llama keldula be llah pihak 

yang me llakulkan pe lrse ltulbulhan be llulm te lrikat de lngan ikatan pe lrkawinan 

maka de llik pe lrzinahan tidak dapat dike lnakan/dijatulhkan ke lpada pe llakul. 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

1. Hulkulm Positif Indonelsia melngatu lr telntang larangan zina dan melmang 

pada dasarnya hal telrselbult dipelngarulhi olelh buldaya timulr yang 

melnju lnju lng tinggi nilai dan norma kelsopanan.  Dalam Tindakan “kumpul 

kebo” (cohabitation) KUHP tidak mengatur secara jelas mengenai 

tindakan ini, namun tindakan ini dapat dikategorikan kedalam Tindakan 

perzinahan apabila salah seorang telah mempunyai hubungan pernikahan 

dengan orang lain, maka hal ini bisa dapat dikenakan pasal perzinaan yang 

termuat didalam KUHP.  

2. Tindakan Kulmpull Ke lbo (Kohabitasi) akan diatulr dimasa melndatang. 

Hal  telrselbult suldah te lrcantulm dalam U lndang-U lndang Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Kitab U lndang- U lndang Hulkulm Pidana (KUHP baru) 

dimana diatulr di dalam Pasal 411, Pasal 412, dan Pasal 413. Pe lngatulran 

te lrselbult me lnulai banyak pandangan kontra dari ahli hu lkulm maulpuln 

masyarakat ulmulm. Kare lna dinilai su ldah me lncampulri ulrulsan pribadi 

ataul pe lrsonal masyarakat/warga ne lgaranya. Ne lgara dalam hal ini tidak 

bole lh me lrampas kelmelrde lkaan warga ne lgaranya atau lpuln me lrampas 

hak-hak warga ne lgaranya se lpe lrti hak ke lbe lbasan. Dan te lrdapat pulla 

ke lkosongan norma se lpe lrti pada Pasal 30 ayat (2) Rancangan Ulndang-

Ulndang Kitab Hulkulm Pidana. Dapat dilihat bahwa pada ke lte lntulan pasal 
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30 ayat (2) te lrse lbult, tidak me lnsyaratkan adanya pe lngadulan se lcara 

multlak. Jika pe llakul pe lrbulatan kulmpull ke lbo (kohabitasi) atau l 

pe lrzinahan me llakulkan pe lrbulatannya ke lmbali, dipe lrtanyakan apakah 

bisa dilakulkan pe lngadulan ke lpada pihak be lrwajib ulntulk ke ldula kalinya. 

B. Saran 
 

Diharakan dilaku lkannya relvisi ke lmbali te lrhadap Kitab U lndang-

U lndang Hulkulm Pidana, me lngingat Kitab U lndang-U lndang Hu lkulm 

Pidana adalah salah satul produlk hulkulm pada zaman colonial Hindia-

Be llanda. Khulsulnya ke lpada BAB XVI te lntang “Ke ljahatan Te lrhadap 

Kelsulsilaan diharapkan akan me lmbe lri pe lrulbahan bulkan saja dalam hal 

pe lne lgakan hulkulm, mellainkan se lbagai langkah dalam prose ls 

ke lmandirian hulkulm nasional di Indone lsia.”  Pe lmidanaan dilakulkan jika 

ada pihak yang me lrasa dirulgikan, jika tidak ada yang diru lgikan itul yang 

haruls dipe lrtimbangkan lagi. Jika pe llakul me lmiliki dasar “su lka sama 

sulka” itul yang haruls di pe lrtimbangkan pulla. 
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